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KATA SAMBUTAN

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan
bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VI, kelas VI, dan
kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku
pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar
kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam
kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar
tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan
Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku
pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para
pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang
berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji
coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian
dan keterbacaan buku pelajaran ini.

Buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dinilai oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat
menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Pada akhirnya,
para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan
Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian
dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat
diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada
saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun
penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini.
Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.

Jakarta, Juli 2008
Direktur Pembinaan SMP



Pendahuluan

Ketersediaan buku yang bermutu merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses pembelajaran. Buku ini dimaksudkan untuk mem-
berikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidi-
kan, khususnya hasil belajar peserta didik. Sehubungan dengan maksud
itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung
pencapaian komptensi dasar dan standar komptensi.

Penyajian uraian materi pembelajaran didukung dengan pembe-
lajaran yang bersifat kontekstual, utamanya terkait dengan berbagai
kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun sistematika buku ini me-
liputi : kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan pembelajaran,
peta materi, uraian materi setiap bab, latihan, refleksi, rangkuman, dan
evaluasi. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi juga dengan glosarium
dan indeks.

Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik (student centered), yang menempatkan peserta di-
dik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Penyajian dalam
buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara buku den-
gan peserta didik, dengan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan
perkembangan peserta didik. Dengan pendekatan yang demikian, peserta
didik hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai
berikut. Pertama, pahamilah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Kedua, pahamilah dengan baik uraian materi pembelajaran dalam setiap
bab pada buku ini. Ketiga, kerjakan tugas-tugas latihan serta evaluasi
yang diberikan, baik yang diberikan pada setiap bab maupun pada ba-
gian akhir buku ini.

Selamat belajar, semoga berhasil dengan baik.
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PANCAGSILA SEBAGAI
IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh kuat, tidak mudah
terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah
barang tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat
pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh.

Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa
Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup
sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan
berbudaya tinggi. Untuk itulah kalian diharapkan dapat menjelaskan Pancasila

sebagai dasar negara dan ideologi negara, menguraikan nilai-nilai Pancasila

Peta Konsep

E / \
{ Pancasila } l
Ideologi Negara } { Dasar Negara }
; h 4 A 4
Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila
sebagai ideologi negara sebagai dasar negara

Sikap positif terhadap nilai Pancasila
dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat

Kata Kunci: Ideologi, Dasar Negara, Nilai-nilai Pancasila.
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sebagai dasar negara dan ideologi negara, menunjukkan

sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, serta menampilkan sikap positif terhadap

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan yang

kalian peroleh dalam bab ini juga dapat dijadikan bekal kete-

rampilan menganalisis dan bersikap kritis terhadap sikap

para penyelenggara negara yang menyimpang dari cita-cita

dan tujuan negara.

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN
IDEOLOGI NEGARA

1. Perlunya ldeologi bagi Suatu Negara

Sebelum mengkaji mengenai perlunya ideologi bagi

suatu negara, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu

pengertian ideologi

a. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang

artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani

oida =

mengetahui, melihat dengan budi. Kata

\,

GARUDA LAMBANG INDONESIA-PANCASILA IDEOLOGIKU

~

Gambar 1

Lambang Garuda dan
Bendera Merah Putih
(www.ideologi
pancasila.
wordpress.com/ 21
Maret 2008)

il 2

“logi” yang berasal dari bahasa
Yunani logos yang artinya pe-
ngetahuan. Jadi Ideologi mempunyai
arti pengetahuan tentang gagasan-
gagasan, pengetahuan tentang ide-ide,
science of ideas atau ajaran tentang
pengertian-pengertian dasar. Dalam
pengertian sehari-hari menurut Kaelan
‘idea’ disamakan artinya dengan cita-

cita.

Dalam perkembangannya terdapat pengertian
Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Isti-
lah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt
de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut
Tracy ideologi yaitu ‘science of ideas’, suatu program

yang diharapkan dapat membawa perubahan institu-

sional dalam masyarakat Perancis.
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Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai
pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan
kepenti-ngan golongan atau kelas sosial tertentu dalam
bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiardjo
mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat
ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang
dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua
pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara fungsional dan
Ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional
diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan
bersama atau tentang masyarakat dan negara yang
dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini
digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang
doktriner dan Ideologi yang pragmatis. Ideologi yang
doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di
dalam Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan
pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai
atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah
komunisme. Sedangkan Ideologi yang pragmatis,
apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam
Ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis
dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya
prinsip-prinsipnya, dan Ideologi itu disosialisasikan
secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem
pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan
sistem politik. Pelaksanaan Ideologi yang pragmatis
tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah
melainkan dengan pengaturan pelembagaan (internali-
zation), contohnya individualisme atau liberalisme.
Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem
pembenaran, seperti gagasan dan formula politik
atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh
penguasa.

Dengan demikian secara umum dapat ditarik
kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gaga-
san-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang me-
nyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai

3l
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[

bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana

dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi

negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang

menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk

seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada

hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara

lain memiliki ciri:

1) Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hi-
dup kebangsaan dan kenegaraan;

2) Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan
dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang di-
pelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan

kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan
dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir
orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk
orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya.
Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi
suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan
yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk
mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran
ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula
komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen
itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini
ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat, yang
harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam
kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat
menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang
oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai
wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui
rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana
cara yang paling baik, yaitu secara moral atau
normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan
bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan,
membangun kehidupan duniawi bersama de-
ngan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian
itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang

lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.




Kerja Kelompok
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Dari uraian di muka, cobalah diskusikan dengan teman-teman kalian dalam
kelompok kecil yang beranggotakan lima orang, sekaligus rumuskan mengenai
pengertian ideologi. Hasil diskusi laporkan kepada guru kalian.

b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara

Jika menengok sejarah kemerdekaan negara-
negara dunia ketiga, baik yang ada di Asia, Afrika
maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup
lama berada di bawah cengkeraman penjajahan
negara lain, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan
pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin
mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata.
Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena
dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan
kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia
beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam
perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan
penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam

kehidupan penyelenggaraan negara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terli-
hat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ide-
ologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok
atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk
“memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi
mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan
dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan
orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari
berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan
orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi
juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan
(konflik) atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi
berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa keber-
samaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke
dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu
itu dilakukan dengan memenyatukan keseragaman
ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai
semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbe-

daan dalam kesatuan”.

5
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( Kerja Kelompok

berikut ini :

Bentuk kelompok kecil beranggotakan 3-5 orang. Diskusikan dalam kelompok hal

Tunjukkan bahwa dalam Pancasila dapat mengatasi berbagai konflik. Hasil diskusi
Llaporkan kepada guru kalian!

~

_J

C.

Pengertian Dasar Negara

Dasar Negara adalah landasan kehidupan ber-
negara. Setiap negara harus mempunyai landasan
dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar
negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar un-

tuk mengatur penyelenggaraan negara.

Dasar negara bagi suatu negara merupakan
sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar
negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka
akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan
tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya

kekacauan.

Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara
mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma
bernegara.

2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara

a.

Ble

Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan
Dasar Negara

Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila.
Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah:
Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusaya-
waratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Untuk mengetahui latar belakang atau sejarah
Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara coba
baca teks Proklamasi berikut ini.
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Apa yang dapat kalian tangkap
atau pahami dari teks proklamasi terse-
but? Mengapa pada tanggal 17 Agustus
1945 bangsa Indonesia menyatakan ke-
merdekaannya? Berarti sebelum tanggal
17 Agustus1945 bangsa Indonesia belum
merdeka, bukan? Jawabannya, betul!

Sebelum tanggal 17 Agustus

bangsa Indonesia belum merdeka.
Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa
lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang
menjajah atau berkuasa di Indonesia,
misalnya bangsa Belanda, Portugis,
Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah
adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum
kedatangan penjajah bangsa asing
tersebut, di wilayah negara RI terdapat
kerajaan-kerajaan besar yang merdeka,
misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak,
Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap
penjajahan tersebut, bangsa Indonesia

selalu melakukan perlawanan dalam

4 Y

-~

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia, dengan
ini menjatakan Kemerdekaan
Indonesia.

Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekoeasaan d.lL,
diselenggarakan dengan tjara
seksama dan dalam tempo jang
sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Goekarno/ Hatta
bentuk perjuangan bersenjata maupun
politik. Ga'_"b ar 2
Duwi tunggal Soekarno-
Hatta dan teks
proklamasi
( Cari Informasi )

Cobalah cari berbagai bentuk perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh para
pejuang bangsa Indonesia sampai dengan tahun 1908, tentang:

1. Siapa tokohnya?

2. Kapan dilakukan?

3. Di mana perjuangan itu dilakukan?
4. Bagaimana hasilnya?

Latihan ini selesaikan dalam kelompok. Diskusikan di kelas dan hasil diskusi

laporkan kepada guru.
\_ _J
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_

Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam
mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai
dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami
kegagalan.

Mari Diskusi )

Diskusikan dengan teman kalian dalam kelompok, faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah
Belanda sampai dengan tahun 1908.

* Sekurang-kurangnya sepuluh faktor penyebab.
* Susunan urutannya dari faktor yang paling menentukan sampai dengan faktor
yang tidak terlalu menentukan.

Hasil diskusi laporkan kepada guru.

_J

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942,
tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia
diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak
terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944,
tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara
Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar
bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara
Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di
kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana
Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh
karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal
29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan
yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam
Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari
Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)
No. 23.

Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar
pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persia-
pan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan
ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul
untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerin-
tah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi ke-

merdekaan Indonesia.

8
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Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal
28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada
tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Dalam sidang
pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon
dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada
sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara,
dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung
Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar
negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin
mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan

yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan

Peri Kemanusiaan

Peri Ketuhanan

Peri Kerakyatan

ook L b

Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan
usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal,

yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksa-
naan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945,
kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno
mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang
terdiri atas lima hal, yaitu:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Perikemanusiaan)
Mufakat atau Demokrasi

Kesejahteraan Sosial

a kLD

Ketuhanan yang Berkebudayaan

Interpretasi

Menurut siswa
sejauh mana
Bangsa Indonesia
memandang penting
nilai-nilai Pancasila
dilihat dari kondisi
Bangsa Indonesia
dewasa ini

ol



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII

Kerja Individual

Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama
Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan
bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi
Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat
diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Cobalah bandingkan antara usulan yang diajukan oleh Muhammad Yamin yang
tertulis dan yang lisan dengan yang diajukan oleh Bung Karno! Adakah perbedaan
yang mendasar. Laporkan hasilnya kepada guru.

il 10

Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni
1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk
sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung
usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta
melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap
anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara
tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni
1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas

delapan orang, yaitu

1. Ir. Soekarno

Ki Bagus Hadikusumo

K.H. Wachid Hasjim

Mr. Muh. Yamin

M. Sutardjo Kartohadikusumo
Mr. A.A. Maramis

R. Otto Iskandar Dinata

® N o gk W N

Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat
gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota
BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai
antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia
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Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara,

yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno

Drs. Muh. Hatta

Mr. A.A. Maramis

K.H. Wachid Hasyim

Abdul Kahar Muzakkir

Abikusno Tjokrosujoso

H. Agus Salim

Mr. Ahmad Subardjo

© ©® N o g kDb

Mr. Muh. Yamin

Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan
orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang
dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum
Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan
“Piagam Jakarta”.

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16
juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan
rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus.
Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15
Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada
Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari
kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia,
yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari
setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan
sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan
rancangan Hukum  Dasar dengan  preambul-
nya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan
Wakil Presiden.

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang
cukup panjang. Sebelum mengesahkan Preambul,
Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa
pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah
Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia

11 [N
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Gambar 3
Moh.Hatta Sumber :
encarta encyclopedia

?

>,
Interpretasi

Siswa membacakan
teks UUD 1945 di
depan kelas untuk
menumbuhkan rasa
Nasionalisme dan
Identitas Bangsa

il 12

bagian Timur yang menemuinya.
Intinya, rakyat Indonesia bagian
Timur mengusulkan agar pada ali-
nea keempat preambul, di belakang
kata “ketuhanan” yang berbunyi “de-
ngan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
dihapus. Jika tidak maka rakyat
Indonesia bagian Timur lebih baik
memisahkan diri dari negara RI yang
baru saja diproklamasikan. Usul ini
oleh Muh. Hatta disampaikan kepa-
da sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota
tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadi-
kusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan.
Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam,

demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan
demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia
baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu
merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang

kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.

Adapun bunyi Pembukaan UUD1945 selengkap-
nya sebagai berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke




Bab - 1 Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
de-ngan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berke-
hidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Peme-rintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdas-
kan kehidup-an bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian aba-
di dan keadil-an sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu su-
sunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan In-
donesia dan Ke-rakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-
bijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Kerja Individual

Bacalah teks Pembukaan UUD 1945 di atas, cari dan temukan isi alinea I, alinea II,

alinea III, dan alenia IV Pembukaan UUD 1945 tersebut. Kumpulkan kertas ker-
jamu kepada gurumu IV.

Setelah kalian mencermati alinea IV Pembukaan
UUD 1945, kandungan isi apakah yang kalian temukan?
Nah, satu di antaranya pasti adalah rumusan tentang
dasar negara “Pancasila”. Jika demikian, adakah
hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan
Pembukaan UUD 19457

Untuk mengetahui hubungan antara Proklamasi
Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945, kalian
telah mempelajarinya sewaktu kalian duduk di

13 [N
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B 14

kelas VII. Coba bukalah kembali buku Pendidikan

Kewarganegaraan kelas VII kalian.

Bangsa yang dijajah tidak memiliki kekuasaan
untuk mengatur negara. Kita tidak mempunyai
kekuasaan apa-apa. Rakyat harus tunduk dan patuh
pada perintah negara jajahan. Penjajahlah yang
memerintah kita. Pokoknya kekuasaan dipegang
oleh penjajah. Enakkah dijajah itu? Tentu saja
tidak enak. Penjajahan menimbulkan penderitaan
bagi bangsa yang dijajah. Penjajahan menimbulkan
kerugian bagi jiwa, raga, dan harta. Penjajahan
melanggar hak asasi manusia. Penjajahan tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Menghadapi penjajahan, bangsa Indonesia berjuang
dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk
membebaskan diri agar tidak dijajah. Bangsa Indonesia
berjuang untuk kemerdekaan lepas dari penjajahan.
Oleh karena itu setelah kita menyatakan kemerdekaan
dan menjadi bangsa yang merdeka, maka kekuasaan
harus dipindahkan dari tangan penjajah kepada bangsa
kita sendiri yang telah merdeka. Dengan kemerdekaan
yang kita miliki, kita dapat mengatur negara sendiri.

Untuk mengetahui alasan mengapa kita harus
merdeka, dan akan melakukan apa setelah merdeka,
mari kita baca dan cermati terlebih dahulu teks
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Nah setelah memperhatikan bunyi teks Pancasila
dan Pembukaan UUD 1945, coba pikirkan bagaimana
hubungan antara proklamasi dengan Pancasila?
Untuk memudahkan mempelajari, cobalah cermati tiap
paragraf atau alinea Pembukaan UUD 1945. Dengan
mempelajari Pembukaan kalian akan menemukan
latar belakang digunakannya Pancasila menjadi dasar

negara RI.

Alinea atau paragraf pertama Pembukaan UUD
1945 berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
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tidak sesuaidengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Menurut paragraf ini, kemerdekaan merupakan hak
segala bangsa. Jadi semua bangsa termasuk bangsa
Indonesia harus memiliki kemerdekaan. Jadi kalau
ada bangsa yang masih dijajah dan tidak merdeka
harus dimerdekakan. Penjajahan harus dihilangkan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Jelas setiap manusia itu mempunyai hak
sama. Jadi kalau menjajah itu bertentangan dengan

perikemanusiaan.

Alinea kedua berbunyi, ”“Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Jadi setelah
berjuang lama, maka berhasillah perjuangan untuk
merdeka itu. Bangsa Indonesia telah siap mendirikan
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan

makmur.

Alinea ketiga berbunyi, ”"Atas berkat rahmat
Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
ini kemerdekaannya.” Alinea ketiga menyatakan bahwa
keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia itu atas
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Supaya menjadi
bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

atau memproklamasikan kemerdekaannya.

Alinea keempat berbunyi, ”Kemudian daripada
itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
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terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.”

Alinea keempat berisikan pernyataan apa yang
akan dilakukan atau dikerjakan bangsa Indonesia
setelah merdeka. Pertama-tama bangsa Indonesia
akan mendirikan sebuah negara kesatuan Republik
Indonesia yang berdaulat yang diatur dengan Undang-
Undang Dasar dengan tujuan negara yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadidan
keadilan sosial. Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang dapatkah kalian menyimpulkan uraian
di atas? Dari keempat alinea pembukaan UUD 1945
tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan
sebagai berikut: Bagian pertama yang terdiri atas
alinea pertama, kedua, dan ketiga menggambarkan
keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai dengan
saat kemerdekaan. Bagian kedua yaitu alinea
keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah

kemerdekaannya, yang berisi:

1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indone-
sia.

2. Tuyjuan Negara.

3. Ketentuan adanya Undang-Undang Dasar.
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4. Ketentuan bentuk negara, yaitu republik yang
berkedaulatan rakyat.

5. Ketentuan adanya dasar negara/ideologi negara
yaitu Pancasila.

( Mari Diskusi )
Cobalah diskusikan dalam kelompok (maksimum 5 orang per kelompok) tentang apa
yang seharusnya kalian perbuat untuk masing-masing sila Pancasila? Yang seharus-
nya kami perbuat/lakukan untuk masing-masing sila Pancasila antara lain adalah:
Sila pertama Sila kedua Sila ketiga
| DR ) PR | PR
| PR 2. s 2.

Bl conaees B ccanee: €} cosnnas

Sila keempat Sila kelima

| PR | PR

| DR 2. s

£ IR 55 I

\_ _J
b. Pancasila dan Ideologi Lain
Pada bagian terdahulu telah kalian pelajari,
bahwa ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila ~

yang terdiri dari lima sila. Masih ingatkah kalian kelima Inferpreta si 4

sila dalam Pancasila? Coba supaya hafal, tuliskan

Apakah menurutmu
Indonesia sudah
Kelima sila tersebut digunakan oleh bangsa memahami nilai-
nilai luhur yang ada
dalam Pancasila?

sekali lagi kelima sila dalam Pancasila.

Indonesia sebagai dasar negara karena Pancasila
dipandang cocok bagi bangsa Indonesia. Oleh karena

Pancasila dipandang baik dan cocok bagi bangsa
Indonesia, maka kita perlu mempertahankannya
melalui pengamalan dalam berbagai bidang kehidupan
seperti bidang pemerintahan, kehidupan masyarakat,
dan bidang pendidikan.

Apakah negara-negara lain juga menggunakan
Pancasila sebagai ideologi negaranya? Atau apakah
negara-negara itu memiliki ideologi sendiri? Bagaimana

jawaban kalian?

Tentu saja negara-negara lain selain Indonesia
tidak menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara.

Negara-negara lain itu mempunyai ideologi negara

17 |
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Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan
beradab
3. Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh

PANCASILA

sendiri yang dipandang baik dan cocok. Di
dunia ini ada dua ideologi yang terkenal yaitu
liberalisme dan sosialisme. Ya, liberalisme
dan sosialisme merupakan ideologi yang ter-

kenal di dunia.

Negara - negara atau bangsa mana
yang menganut ideologi liberalisme? Negara-
negara mana pula yang menganut ideologi

sosialisme?

Ideologi liberalisme banyak dianut oleh
negara-negara Barat. Tahukah kamu contoh-
contoh negara yang termasuk Negara Barat?
Termasuk Negara Barat adalah Amerika

Serikat dan negara-negara Eropa seperti In-

ggris, Belanda, Spanyol, Italia dan lain-lain-
nya. Sekarang, negara-negara manakah yang
menganut ideologi sosialisme? Contoh negara
yang menganut paham sosialisme adalah Uni
Soviet (sekarang Rusia), Cina, Korea Utara,

Vietnam.

oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/

Indonesia

Apakah perbedaan

pokok

ideologi negara sosialisme dengan ideologi
negara liberalisme?

No Liberalisme Sosialisme

1 Negara sebagai penjaga malam. Rakyat | Mementingkan kekuasaan dan kepen-
atau warganya mempunyai kebebasan |tingan negara
untuk berbuat atau bertindak apa saja
asal tidak melanggar tertib hukum.

2 Kepentingan dan hak warganegara Kepentingan negara lebih diutamakan
lebih diutamakan dari pada kepent- daripada kepentingan warga negara.
ingan negara. Negara didirikan untuk | Kebebasan atau kepentingan warganeg-
menjamin kebebasan dan kepentingan |ara dikalahkan untuk kepentingan
warganegara. negara

3 |Negara tidak mencampuri urusan Kehidupan agama juga terpisah dengan
agama. Agama menjadi urusan pribadi | negara. Warganegara bebas beragama,
setiap warganegara. Negara terpisah bebas tidak beragama dan bebas pula
dengan agama. Warganegara bebas untuk propaganda anti-agama
beragama, tetapi juga bebas tidak
beragama.

Bl 18
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Perbedaan keduanya dapat dilihat dari
hubungannya antara negara dengan warganegara.
Dalam negara liberalisme, negara itu diumpamakan
se-bagai penjaga malam atau polisi lalu lintas. Jadi
tugas negara hanya menjaga. Rakyat atau warganya
mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak
apa saja asal tidak melanggar tertib hukum. Kalian
sering melihat petugas lalulintas bukan? Coba amati
bagaimana tugas polisi lalulintas yang berjaga-jaga
di pertigaan atau di perempatan jalan. Mereka hanya
mengawasi jalannya lalulintas. Asalkan Ilalulintas
lancar, mereka tidak berbuat apa-apa. Baru jika
terjadi pelanggaran lalulintas maka polisi berhak
untuk menertibkan. Itulah perumpamaan hubungan
antara negara dengan warganegara pada negara yang
menganut ideologi liberalisme. Pada negara liberalisme,
kepentingan dan hak warganegara lebih dipentingkan
daripada kepentingan negara. Negara didirikan untuk

menjamin kebebasan dan kepentingan warganegara.

Sekarang bagaimana halnya dengan negara
sosialis? Paham atau ideologi sosialis merupakan
kebalikan dari ideologi liberalisme. Bagaimana
hubungan antara warga negara dengan negara pada
negara sosialis? Dalam negara sosialis, kepentingan
negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga
negara. Kebebasan atau kepentingan warganegara
dikalahkan untuk kepentingan negara. Jadi negara
yang paling utama, sedangkan kepentingan warga
negara nomor dua. Kekuasaan negara sangat besar,
sedangkan kekuasaan warganegara kecil saja.

Kalian telah mempelajari Pancasila sebagai
ideologi dan dasar negara Republik Indonesi. Pancasila
dianggap baik dan cocok dengan kehidupan bangsa
Indonesia. Kalian juga telah mempelajari ideologi

liberalisme dan sosialisme.

Sekarang coba bandingkan Pancasila dengan
liberalisme dan sosialisme! Coba cari perbedaan dan

persamaannyal
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No Negara dengan Ideologi Pancasila
1 |Hubungan antara warganegara dengan negara adalah seimbang. Apa arti seim-
bang? Artinya, tidak mengutamakan negara tetapi juga tidak mengutamakan
warganegara. Kepentingan negara dan kepentingan warganegara sama-sama di-
pentingkan
2 |Agama erat hubungannya dengan negara. Negara memperhatikan kehidupan

agama. Agama mendapatkan perhatian penting dari negara. Setiap wargane-gara
dijamin pula kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui
oleh pemerintah. Setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih dis-
erahkan kepada masing-masing warganegara. Atheis atau tidak mengakui adanya
Tuhan, tidak diperbolehkan

( Kerja Individual )

Coba carilah perbedaan antara ideologi Pancasila dengan liberalisme dan sosialisme.
Dalam mencari perbedaannya, seperti contoh di atas, kalian dapat melihatnya dari
hubungan antara negara dengan warganegara. Perhatikan lagi bagaimana hubungan
antara warganegara di negara liberal dengan di negara sosialis.

Persamaannya, baik Pancasila, liberalisme, mau-
pun sosialisme sama-sama digunakan sebagai ideologi
atau dasar negara. Pancasila digunakan oleh bangsa
Indonesia, liberalisme digunakan oleh bangsa Barat,

sosialisme digunakan oleh negara-negara Sosialis.

J
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Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara
negara dengan agama. Bagaimana hubungan agama
dengan negara pada negara liberal? Pada negara
liberal, negara tidak mencampuri urusan agama.
Agama menjadi urusan pribadi setiap warganegara.
Negara terpisah dengan agama. Dalam negara liberal,
warganegara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak
beragama.

Bagaimana hubungan antara agama dengan
negara pada negara sosialis? Pada negara sosialis
kehidupan agama juga terpisah dengan negara.
Warganegara bebas beragama, bebas tidak beragama
dan bebas pula untuk propaganda anti-agama.
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Sekarang bagaimana hubungan antara agama
dengan negara pada negara Republik Indonesia yang
berdasar Pancasila? Ingat sila pertama Pancasila
adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan
sila tersebut, maka agama erat hubungannya dengan
negara. Negara memperhatikan kehidupan agama.
Agama mendapatkan perhatian penting dari negara.
Setiap warganegara dijamin pula kebebasannya untuk
memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh
pemerintah. Di Indonesia setiap orang harus beragama.
Tetapi agama yang dipilih, diserahkan kepada masing-
masing warganegara. Di Indonesia atheis atau tidak
mengakui adanya Tuhan, tidak diperbolehkan.

Propaganda anti-agama juga dilarang.

DALAM NEGARA PANCASILA KEHIDUPAN BERAGAMA

DIPERHATIKAN

(

\_

Mari Diskusi

Di bidang pendidikan, di negara sosialis tujuan
pendidikan diarahkan untuk membentuk warganegara
yang senantiasa patuh atau taat pada perintah
negara. Di negara liberal, pendidikan diarahkan pada
pengembangan demokrasi. Di Indonesia, pendidikan
diarahkan untuk membentuk warganegara yang
bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diskusikan dengan teman sekelompok tentang perbandingan antara ideologi Panca-
sila dan ideologi liberalisme maupun sosialisme mengenai pengaturan hubungan :

1.

2. Manusia dengan pemerintah,

Manusia dengan manusia,

3. Manusia dengan Tuhan.

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas dan laporannya serahkan kepada guru.

~

_J
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1.

/ Mari Diskusi

\_

Diskusikan dalam kelompok mengapa Pancasila merupakan pilihan yang paling tepat
sebagai dasar nengara Indonesia?

Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas secara bergantian, dan laporan hasil dis-
kusi serahkan kepada guru.

NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA DAN DASAR NEGARA

Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya
merupakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai-nilai ini yang
merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila
tergolong nilai kerokhanian yang didalamnya terkandung
nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai
material, nilai vital, nilai kebenaran (kenyataan), nilai

estetis, nilai etis maupun nilai religius.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat
objektif dan subjektif, artinya hakikat nilai-nilai Pancasila
adalah bersifat universal (berlaku di manapun), sehingga
dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Jadi
kalau ada suatu negara lain menggunakan prinsip
falsafah, bahwa negara berKetuhanan, berKemanusiaan,
berPersatuan, berKerakyatan, dan berKeadilan, maka
negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar

filsafat dari nilai-nilai Pancasila.

~

J
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Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, maksudnya
adalah:

1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki
makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat
yang umum universal dan abstrak karena merupakan

suatu nilai;

2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa
dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat
kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam
kehidupan keagamaan;
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3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar, se-
hingga merupakan sumber dari segala sumber hukum
di Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif,
terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai
Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa

Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan, karena:

1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia,
sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya

nilai-nilai tersebut;

2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup
bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa
yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, ke-
baikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup ber-

masyarakat, berbangsa dan bernegara;

3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai
kerokhanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebai-
kan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang
sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarena-
kan bersumber pada kepribadian bangsa.

Oleh karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat
objektif dan subjektif tersebut, maka nilai-nilai Pancasila
bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, menjadi dasar
serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam
kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia
Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara, maksudnya sumber acuan dalam bertingkah
laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun
tata aturan hidup berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang
digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa
Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa
Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi
ideologi yang tidak diciptakan oleh negara melainkan digali
dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat

Indonesia sendiri. Sebagai nilai-nilai yang digali dari
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kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat Indonesia
sendiri, maka nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang

mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia.

Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara,
menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan
sumber nilai, sehingga Pancasila merupakan asas
kerokhanian bagi tertib hukum Indonesia, dan meliputi
suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-
Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum
bagi hukum dasar negara.

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan
Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah, penyelenggara negara termasuk pengurus
partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita

moral rakyat yang luhur.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan
setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan
para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan
harus selalu berpedoman pada Pancasila, dan tetap
memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta
memegang teguh cita-cita moral bangsa. Pancasila sebagai
sumber nilai menunjukkan identitas bangsa Indonesia
yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, hal ini
menandakan bahwa dengan Pancasila bangsa Indonesia
menolak segala bentuk penindasan, penjajahan dari satu
bangsa terhadap bangsa yang lain. Bangsa Indonesia
menolak segala bentuk kekerasan dari manusia satu
terhadap manusia lainnya, dikarenakan Pancasila sebagai
sumber nilai merupakan cita-cita moral luhur yang meliputi

suasana kejiwaan dan watak dari bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam
menyusun etika kehidupan berbangsa bagi seluruh
rakyat Indonesia, maka Pancasila juga sebagai paradigma
pembangunan, maksudnya sebagai kerangka pikir,

sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas serta arah
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dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta
proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila sebagai
paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa
Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan
tujuan dari proses pembangunan. Untuk itu segala aspek
dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada
hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan
peningkatan harkat dan martabat manusia secara
konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat

manusia.

Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu
dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan
rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran
bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.
Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada

nilai-nilai Pancasila.

Di bidang Politik misalnya, Pancasila menjadi lan-
dasan bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya
menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan
tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita
moral dan budi pekerti yang luhur. Segala tindakan se-
wenang-wenang penguasa terhadap rakyat, penyalahgu-
naan kekuasaan dan pengambilan kebijaksanaan yang
diskriminatif dari penguasa untuk kepentingan pribadi
dan kelompoknya merupakan praktek-praktek politik
yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian
juga sikap-sikap saling menghujat, menghalalkan segala
cara dengan mengadu domba rakyat, memfitnah, meng-
hasut dan memprovokasi rakyat untuk melakukan tin-
dakan anarkhis demi kepuasan diri merupakan tindakan
dari bangsa yang rendah martabat kemanusiaannya yang
tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang ber-

Pancasila.

Di bidang Hukum demikian halnya. Pancasila
sebagai paradigma pembangunan hukum ditunjukkan
dalam setiap perumusan peraturan perundang-
undangan nasional yang harus selalu memperhatikan
dan menampung aspirasi rakyat. Hukum atau peraturan
perundang-undangan yang dibentuk haruslah merupakan
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cerminan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan dan
keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam
pembentukan hukum yang aspiratif. Pancasila menjadi
sumber nilai dan sumber norma bagi pembangunan
hukum. Dalam pembaharuan hukum, Pancasila sebagai
cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai peraturan
yang paling mendasar (Staatsfundamentalnorm) di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi sumber
dari tertib hukum di Indonesia. Pancasila menentukan isi
dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang tersusun secara hierarkhis. Pancasila sebagai
sumber hukum dasar nasional. Sebagai sumber hukum
dasar, Pancasila juga mewarnai penegakan hukum di
Indonesia, dalam arti Pancasila menjadi acuan dalam
etika penegakan hukum yang berkeadilan yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial,
ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya
dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum
dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.
Dengan demikian perlu diwujudkan suatu penegakan
hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak
diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan
hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum dengan
cara yang salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-
bentuk manipulasi hukum lainnya.

Di bidang Sosial Budaya, Pancasila merupakan
sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial
budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan,
nilai Ketuhanan dan nilai keberadaban. Pembangunan
di bidang sosial budaya senantiasa mendasarkan pada
nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk yang beradab. Pembangunan bidang
sosial budaya menghindarkan segala tindakan yang tidak
beradab, dan tidak manusiawi, sehingga dalam proses
pembangunan haruslah selalu mengangkat nilai-nilai
yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri sebagai nilai dasar
yaitu nilai-nilai Pancasila. Untuk itulah perlu diperhatikan
pula etika kehidupan berbangsa yang bertolak dari rasa

kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan
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kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami,
saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong

di antara sesama manusia.

Dalam pembangunan sosial budaya perlu ditumbuh-
kembangkan kembali budaya malu, yaitu malu berbuat
kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping
itu perlu ditumbuhkembangkan budaya keteladanan yang
diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal
maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Hal
ini akan memberikan kesadaran bahwa bangsa Indone-
sia adalah bangsa yang berbudaya tinggi, sehingga dapat
menggugah hati setiap manusia Indonesia untuk mampu
melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan
mampu melakukan tindakan proaktif sejalan dengan tun-
tutan globalisasi dengan penghayatan dan pengamalan
agama yang benar serta melakukan kreativitas budaya
yang lebih baik.

Di bidang Ekonomi, Pancasila juga menjadi lan-
dasan nilai dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai
Pancasila selalu mendasarkan pada nilai kemanusiaan,
artinya pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan umat
manusia. Oleh karenanya pembangunan ekonomi tidak
hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata melainkan
demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa,
dengan menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi
yang hanya berdasarkan pada persaingan bebas, monopoli
yang dapat menimbulkan penderitaan rakyat serta men-
imbulkan penindasan atas manusia satu dengan lainnya.
Disamping itu etika kehidupan berbangsa yang mengacu
pada nilai-nilai Pancasila juga harus mewarnai pemban-
gunan di bidang ekonomi, agar prinsip dan perilaku eko-
nomi dari pelaku ekonomi maupun pengambil kebijakan
ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi
yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, men-
dorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan
ekonomi dan kemampuan saing, serta terciptanya sua-

sana yang kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang
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berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara
berkesinambungan, sehingga dapat dicegah terjadinya
praktek-praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi
yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terha-
dap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan serta meng-
hindarkan perilaku yang menghalalkan segala cara dalam
memperoleh keuntungan.

. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA DALAM

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN
BERNEGARA

Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam
menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap nilai-nilai
Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi
dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,
maksudnya dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-
hari selalu berpedoman atau berpegang teguh pada
nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia.

Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap nilai-
nilai Pancasila berarti orang tersebut konsisten dalam
ucapan dan perbuatan serta tingkah lakunya sehari-hari
yang selalu menjunjung tinggi etika pergaulan bangsa
yang luhur, serta menjaga hubungan baik antar sesama
warga masyarakat Indonesia dan bangsa lain, dengan
tetap mempertahankan dan menunjukkan jati diri bangsa
yang cinta akan perdamaian dan keadilan sosial.

Karakteristik Ideologi Pancasila

Karakteristik yang dimaksud di sini adalah ciri
khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi negara,
yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain.
Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa
Indonesia yang memiliki Pancasila Adapun karakteristik
tersebut adalah:

Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pe-
ngakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai

pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa
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prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan,
adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Kedua ialah penghargaan kepada sesama umat
manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai
umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang
Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab. Adil dan beradab berarti bahwa adil
adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia,
dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai de-
ngan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka
kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang
dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian
harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan
dari kemanusaiaan yang adil dan beradab. Adil dalam
hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat
dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.

Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi
persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina
kerja sama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka
persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan
sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa, lebih
ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan
pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari.
Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun
demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi
itu kepentingan bangsa dikorbankan.

Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam
kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem
demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi
Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ke empat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita memen-
tingkan akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan

atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas. Keputusan

Interpretasi

Apakah Bangsa

Indonesia

sekarang ini sudah

menerapkan

Pancasila dengan

murni dan
konsekwen
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dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kita menolak

demokrasi liberal.

Kelima adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita
bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang
kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang
adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar seluruh
masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi
kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan.

Demikian secara pokok karakteristik dari Pancasila.
Karakteristik yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang
lain, karena Pancasila itu merupakan suatu kesatuan,
keutuhan yang saling berkaitan. Namun demikian
keseluruhan itu bernafaskan pada Ketuhanan Yang Maha
Esa, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

. Arti Pentingnya Pancasila dalam Mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila
mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, baik dalam
memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di
antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini
berarti bahwa segenap golongan dan kekuatan yang ada
di Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, dan
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
de-ngan bingkai Pancasila.

Selain itu secara nyata telah sering diakui adanya
upaya-upaya untuk memecah belah Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia, misalnya lewat pemberontakan Madiun
1948 maupun pengkhianatan G 30 S/PKI tahun 19635.
Namun kesemuanya itu dapat digagalkan berkat ke-
sepakatan segenap golongan bangsa Indonesia untuk tetap
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi Pancasila.
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Upaya Mempertahankan ldeologi dan Dasar Negara
Pancasila

Mengapa Pancasila harus dipertahankan? Bagaima-
na upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk memper-
tahankan Pancasila?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama
ingatlah kembali latar belakang digunakannya Pancasila
sebagai dasar negara. Kemudian ingat pula keunggulan

sila-sila dalam Pancasila.

Kita menggunakan Pancasila sebagai dasar atau
pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dasar negara Pancasila dapat memenuhi keingi-
nan semua pihak. Dasar negara Pancasila dapat memper-
satukan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku,
agama, dan adat istiadat atau kebudayaan. Dasar negara
Pancasila sangatlah lengkap, berisikan sila-sila sesuai ke-
inginan atau kebutuhan bangsa Indonesia seperti kebutu-
han akan kehidupan yang berketuhanan atau beragama,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi,

dan kebutuhan akan keadilan sosial.

Apakah yang dimaksud dengan mempertahankan

Pancasila?

-EME
Bagaimana
pendapat siswa
terhadap perilaku
warga Negara
Indonesia yang
tebukti melakukan
tindakan yang
meresahkan
masyarakat dan

tidak sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila?

Kerja Kelompok

Diskusikan dalam kelompok. Usaha apakah yang harus dilakukan untuk tetap
mempertahankan dasar negara Pancasila? Cobalah pikirkan. Apakah melalui
pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Ataukah melalui pengamalan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?

~

J

Mempertahankan berarti mengusahakan agar sila-
sila dalam Pancasila dilaksanakan dengan baik dalam ke-
hidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata
lain, mempertahankan Pancasila berarti mengusahakan
agar dasar negara Republik Indonesia tidak diganti de-

ngan dasar negara lain.

Ya, usaha pertama adalah dengan jalan melak-
sanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pemerintah dalam semua tindakannya hendaknya di-
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dasarkan atas Pancasila. Secara rinci, pemerintah Re-
publik Indonesia hendaknya memperhatikan kehidupan
beragama, memperhatikan hak-hak setiap warganegara,
menekankan pentingnya persatuan, memperhatikan su-

ara rakyat dan memperhatikan keadilan sosial.

Usaha kedua adalah dengan jalan melaksanakan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat hendaknya senantiasa
memperhatikan kehidupan beragama, memperhatikan
hak-hak oranglain, mementingkan persatuan, menjunjung
tinggi demokrasi, dan memperhatikan keadilan sosial bagi
semua anggota masyarakat.

Di lingkungan sekolah antara lain misalnya, seorang
siswa harus dapat menerima pendapat siswa lain yang
berbeda dengan dirinya, siswa saling menghormati hak-
hak siswa lain sebagai anggota masyarakat sekolah, siswa
harus selalu menghindarkan diri dari perkelahian dengan
siswa lain demi rasa persatuan bangsa, seorang guru tidak
boleh bertindak dengan kekerasan kepada siswanya.

Usaha ketiga melalui bidang pendidikan. Pendidikan
memegang peranan penting untuk mempertahankan
Pancasila. Dalam setiap jenjang pendidikan perlu diajarkan
Pancasila. Perlu dicamkan kepada anak didik pentingnya
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Dalam
kehidupan di sekolah misalnya, pembelajaran Pancasila di
sekolah harus dilakukan dengan wujud perbuatan yang
sesuai nilai-nilai Pancasila dan tidak hanya hafalan pada
materi pembelajaran Pancasila. Materi pembelajaran
Pancasila harus dapat menyentuh dan berpengaruh pada
sikap dan perbuatan nyata dari siswa.

/ Kerja Kelompok )

Diskusikan dalam kelompok, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh
generasi muda guna mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
Negara?

\_ _J

il 32



Bab - 1 Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara

Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi dalam bab ini co-

balah kalian renungkan beberapa hal:

1. Bagaimana pendapat kalian dengan kegiatan pembelajaran yang kalian
ikuti terkait dengan pembahasan bab ini?

2. Adakah sesuatu yang belum kalian ketahui dari materi yang dikemukakan?
Tanyakanlah kepada teman kalian yang sudah menguasai dan mintalah
penjelasannya.

3. Kemukakan dan jelaskan hal-hal apa saja yang kalian sudah ketahui dan
mengerti.

Rangkuman

Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai Pancasila menjadi
sumber inspirasi dan cita-cita hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi
pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai Pancasila merupakan
suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu dasar nilai

serta norma untuk mengatur pemerintahan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sumber semangat
bagi para penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya agar tetap diliputi dan diarahkan pada
asas kerokhanian negara seiring dengan perkembangan jaman dan dinamika

masyarakat.
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Evaluasi

I. Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jalaban yang benatr!

1. Ideologi secara struktural diarti-
kan sebagai ...

a. suatu kebenaran yang diyakini
oleh semua rakyat yang harus
tunduk pada kemauan pe-
nguasa;

b. sistem pembenaran, seperti
gagasan dan formula politik
atas setiap kebijakan dan tin-
dakan yang diambil oleh pe-
nguasa.

c. kemauan penguasa dalam
mengatur jalannya kehidup-
an negara dengan mengambil
segala kebijakan untuk kese-
jahteraan rakyatnya;

d. kebijakan penguasa dalam
mengatur negara untuk mem
pertahankan kekuasaannya
atas kehidupan rakyat.

2. Ideologi secara fungsional diarti-
kan ...

a. seperangkat gagasan tentang
kebaikan bersama;

b. berfungsinya kebenaran yang
dimiliki oleh negara;

c. sistem kebijakan yang diambil
oleh setiap pemerintah;

d. sejumlah gagasan yang men-
jadikan sarana dan prasa-
rana suprastruktur politik dan
infrastruktur politik menjadi

berfungsi.

B 34

3.

Apabila ajaran-ajaran yang ter-
kandung di dalam Ideologi itu
dirumuskan secara sistematis,
dan pelaksanaannya diawasi se-
cara ketat oleh aparat partai atau
aparat pemerintah, disebut ide-
ologi ...

a. pragmatis;

b. struktural;

c. doktriner;

d. fungsional.

Pancasila sebagai ideologi tidak

diciptakan oleh negara, melainkan

a. dibuat oleh rakyat Indonesia
untuk pedoman hidup yang
langgeng ;

b. ditemukan dalam hidup sanu-
bari rakyat Indonesia;

c. digali dari harta kekayaan ro-
hani, moral dan budaya mas-
yarakat Indonesia sendiri;

d. nilai-nilainya mengandung arti
yang sangat dalam bagi per-

juangan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hi-

dup bangsa merupakan ...

a. norma dasar yang menjadi
pedoman hidup manusia Indo-
nesia;

b. penjabaran dari pola perilaku
hidup manusia Indonesia;

c. cara pandang bangsa Indo-
nesia dalam menghadapi ke-
merdekaan;
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d. kristalisasi nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat In-

donesia.

Pancasila sebagai dasar negara
mengandung arti bahwa Pancasila
menjadi ...

a. nilai-nilai yang didalamnya
mengandung unsur-unsur
kenegaraan yang tinggi;

b. suatu asas kerokhanian yang
meliputi suasana kebatinan
atau cita-cita hukum

c. sumber acuan dalam menyu-
sun etika kehidupan berbang-
sa bagi seluruh rakyat Indone-
sia;

d. landasan politik yang meng-
hindarkan praktik-praktik
politik tak bermoral dan tak
bermartabat.

Pancasila memiliki makna sebagai
sumber semangat bagi Undang-
Undang Dasar 1945, bagi penye-
lenggara negara, para pelaksana
pemerintahan termasuk juga para
pengurus partai politik dan golo-
ngan fungsional. Makna tersebut
menunjukkan kedudukan Pan-
casila sebagai ...

a. dasar negara;

b. pandangan hidup bangsa;

c. ideologi bangsa;

d. cita-cita hidup bangsa.

Salah satu maksud dari nilai-nilai

Pancasila bersifat objektif adalah

a. bersifat luwes dan dapat me-
nyesuaikan perkembangan

jaman sesuai dengan perkem-
bangan masyarakat;

b. nilai-nilai Pancasila timbul
dari bangsa Indonesia, sehing-
ga bangsa Indonesia sebagai
penyebab adanya nilai-nilai
tersebut;

c. objek dari nilai-nilai Pancasila
merupakan kehidupan nyata
sehari-hari yang terjadi di ma-
syarakat;

d. rumusan dari sila-sila Pancas-
ila itu sendiri memiliki makna
yang terdalam menunjukkan
adanya sifat-sifat yang umum
universal dan abstrak;

9. Salah satu maksud dari nilai-nilai

Pancasila bersifat subjektif adalah

bahwa ...

a. kekuatan nilai-nilai Pancasila
sangat menyentuh perasaan
kemanusiaan bangsa Indone-
sia yang berakhlak mulia dan
berbudi luhur;

b. secara subjektif nilai-nilai
Pancasila menyangkut pola
perilaku hidup manusia Indo-
nesia dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara;

c. nilai-nilai Pancasila timbul
dari bangsa Indonesia, sehing
ga bangsa Indonesia sebagai
penyebab adanya nilai-nilai
tersebut

d. Pancasila dibuat dan disusun
oleh bangsa Indonesia sejak
jaman dahulu dan berkem-
bang mengikuti jaman.
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10. Maksud dari Pancasila sebagai c. pusat segala tindakan dan
sumber nilai bagi manusia Indo- perilaku bangsa Indonesia
nesia adalah bahwa Pancasila se- untuk menjalankan hidupnya
bagai . . . dalam masyarakat dan
a. pusat pandangan hidup bang- negara;

sa dalam menjalankan roda d. sumber acuan dalam berting-
pemerintahan negara dan kah laku dan bertindak dalam
kehidupan bermasyarakat. menentukan dan menyusun
b. sumber kekuatan nilai dalam tata aturan hidup berbangsa

menghadapi berbagai aspek dan bernegara
kehidupan

Il.  Uraian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi itu!

A

Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber nilai!
Berikan satu contoh sikap positif terhadap ideologi Pancasila!l
Jelaskan Pancasila sebagai dasar negara!

Tunjukkan beberapa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan
satu ideologi lain yang ada di dunia!
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KONSTITUSI YANG PERNAH
DIGUNAKAN DI INDONESIA

Seorang pemikir Romawi kuno yang bernama Cicero (106 — 43 SM) pernah
menyatakan “Ubi societas ibi ius”, yang berarti “di mana ada masyarakat di situ ada

hukum”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa di manapun dalam kehidupan

kelompok manusia senantiasa terdapat aturan yang mengikat warganya.

Lebih-lebih dalam kehidupan bernegara. Dalam negara terdapat kumpulan
manusia yang sedemikian banyak dan sedemikian luas permasalahannya. Namun
demikian kehidupan bernegara akan tertib jika ada aturan yang ditaati dan

dijalankan oleh segenap warganya.

konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).

Peta Konsep

Aturan tertinggi dalam negara itu adalah

/, . — )
| UuDb 1945 P
| (1945 -1949) e
+ n e e A
( CTI ) Sikap posi-
Konstitusi RIS y
Konstitusi > _ i UUD 1945 tif terhadap
(1949 -1950) Hasil
yang pernah ¥ 7 2 m| _ | pelaksanaan
digunakan di p| | e UUD 1945
Indonesia |,/ UUDS 1950 a (1999 - Hasil Aman-
\ (1950 -1959) ) 0 sekarang) i
* g . . J
| | UUD 1945 a
(1959 - 1999) n
\_ b g -,

Kata Kunci :

Konstitusi/UUD, UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS
1950, Amandemen, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan,

Sistem Pemerintahan, dan Penyimpangan terhadap UUD.
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Dalam bab ini kalian akan mempelajari konstitusi yang

pernah digunakan di Indonesia. Setelah pembelajaran ini ka-

Gambar 1

Suasana Sidang MPR
yang berwenang
mengubah dan mene-
tapkan UUD. Sumber:
Kompas, 2004.
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"\ lian diharapkan mampu untuk:
menjelaskan berbagai konstitusi
yang pernah berlaku di Indone-
sia; menganalisis penyimpangan-
penyimpangan terhadap konsti-
tusi yang berlaku di Indonesia;
menunjukkan hasil-hasil amande-
men UUD 1945; dan menampilkan
sikap positif terhadap pelaksanaan

UUD1945 hasil amandemen.

A. KONSTITUSI-KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU

DI INDONESIA

Sebelum membahas tentang konstitusi-konstitusi
yang pernah berlaku di Indonesia, perlu kalian ketahui
terlebih dahulu pengertian, fungsi, dan kedudukan kon-
stitusi. Pemahaman terhadap hal ini sangat perlu meng-
ingat pentingnya konstitusi dalam mengatur kehidupan

bernegara.

Apakah konstitusi itu? Cobalah kalian lihat dalam
kamus Bahasa Inggris-Indonesia. Konstitusi (constitu-
tion) diartikan dengan undang-undang dasar. Benarkah
pengertian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar
(UUD)? Memang, tidak sedikit para ahli yang mengidentik-
kan konstitusi dengan UUD. Namun beberapa ahli yang
lain mengatakan bahwa arti konstitusi yang lebih tepat

adalah hukum dasar.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983), UUD meru-
pakan konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi yang
tertulis, terdapat pula konstitusi yang tidak tertulis atau
disebut konvensi. Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan
yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan.
Meskipun tidak tertulis, konvensi mempunyai kekuatan
hukum yang kuat dalam ketatanegaraan. Dalam uraian
bab ini, konstitusi yang dimaksudkan adalah konstitusi
yang tertulis atau Undang-Undang Dasar.
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Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berisi ke-
tentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam
bernegara. Hal-hal yang mendasar itu misalnya tentang
batas-batas kekuasaan penyelenggara pemerintahan ne-
gara, hak-hak dan kewajiban warga negara dan lain-lain.
Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya
memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut.

1. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga

negara
2. susunan ketatanegaraan suatu negara
3. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

Konstitusi yang memuat seperangkat ketentuan atau
aturan dasar suatu negara tersebut mempunyai fungsi
yang sangat penting dalam suatu negara. Mengapa? Se-
bab, konstitusi menjadi pegangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara. Dengan kata lain, penyelenggaraan
negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak ber-
tentangan dengan konstitusi negara itu. Dengan adanya
pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi,
maka pemerintah tidak boleh menggunakan kekuasaan-

nya secara sewenang-wenang.

Sebagai aturan dasar dalam negara, maka Undang-
Undang Dasar mempunyai kedudukan tertinggi dalam per-
aturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya semua
jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudu-
kannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, yakni UUD 1945. Peraturan perundang-unda-
ngan tersebut adalah Undang-Undang/Peraturan Peme-
rintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Hal ini dapat
lebih kalian dalami dalam pembahasan bab berikutnya.

Mari Diskusi

Diskusikan dalam kelompokmu tentang akibat yang akan terjadi jika penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara tidak didasarkan pada konstitusi! Kemukakan hasil

diskusi tersebut di depan kelas!
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Sudahkah kalian merumuskan pengertian konstitu-

si? Jika sudah, coba bandingkan pendapat kalian dengan

pendapat beberapa ahli di bawah ini.

* Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari
badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara
kerja badan-badan tersebut (E.C.S.Wade dan G.Philips, 1970).

* Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa
kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah
dalam pemerintahan suatu negara (K.C.Wheare, 1975).

* Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintah-
an, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang
diperintah (C.F. Strong, 1960).

~

_J

Sekarang, marilah kita kaji konstitusi atau UUD yang

pernah berlaku dan masih berlaku di Indonesia! Materi ini

perlu dipahami agar kalian mampu menjelaskan berbagai

UUD yang pernah berlaku serta di-namika ketatanegaraan

di negara kita.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang (ta-

hun 2008), di negara Indonesia pernah menggunakan tiga
macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan
UUD Sementara 1950. Dilihat dari periodesasi berlakunya

ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi lima peri-

ode yaitu:

1.

Bl a0

18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
berlaku UUD 1945,

27 Desember 1949 — 17 Agustus 1950
berlaku Konstitusi RIS 1949,

17 Agustus 1950 — 5 Juli 1959
berlaku UUD Sementara 1950,

5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
berlaku kembali UUD 1945

19 Oktober 1999 - sekarang
berlaku UUD 1945 (hasil perubahan).
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UUD 1945
Konstitusi

RIS 1949

uuD
Sementara
1950

uuD
Negara RI
Tahun 1945

Gambar 2

Untuk memahami pelaksanaan konstitusi atau UUD Urutan periode

pelaksanaan UUD di

pada setiap periode tersebut, perhatikan uraian di bawah Indonesia.

ini dengan seksamal

UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 — 27 Desember 1949

Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17
Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki
konstitusi atau UUD. Namun sehari kemudian, tepatnya
tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah
satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemu-
dian disebut UUD 1945. Mengapa UUD 1945 tidak ditetap-
kan oleh MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUD
1945? Sebab, pada saat itu MPR belum terbentuk.

Naskah UUD yang disahkan oleh PPKI tersebut diser-
tai penjelasannya dimuat dalam Berita Republik Indonesia
No. 7 tahun II 1946. UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga
bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Perlu dikemukakan bahwa Batang Tubuh terdiri atas 16
bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal Aturan
Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Bagaimana sistem ketatanegaraan menurut UUD
1945 saat itu? Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui,
antara lain tentang bentuk negara, kedaulatan, dan sistem

pemerintahan.

Mengenai bentuk negara diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara
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B a2

kesatuan, maka di negara Republik Indonesia hanya ada
satu kekuasaan pemerintahan negara, yakni di tangan
pemerintah pusat. Di sini tidak ada pemerintah negara ba-
gian sebagaimana yang berlaku di negara yang berbentuk
negara serikat (federasi). Sebagai negara yang berbentuk
republik, maka kepala negara dijabat oleh Presiden. Presi-
den diangkat melalui suatu pemilihan, bukan berdasar

keturunan.

Mengenai kedaulatan diatur dalam Pasal 1 ayat (2)
yang menyatakan “kedaulatan adalah di tangan rakyat
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusywaratan
Rakyat”. Atas dasar itu, maka kedudukan Majelis Per-
musywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga ter-
tinggi negara. Kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara
yang lain berada di bawah MPR.

Mengenai sistem pemerintahan negara diatur dalam
Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik Indone-
sia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”. Pasal tesebut menunjukkan bahwa sistem
pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam sistem
ini, Presiden selain sebagai kepala negara juga seba-
gai kepala pemerintahan. Menteri-menteri sebagai pelak-
sana tugas pemerintahan adalah pembantu Presiden yang
bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

Perlu kalian ketahui, lembaga tertinggi dan lembaga-
lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum aman-

demen) adalah :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden

c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA)

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

f. Mahkamah Agung (MA)




Bab - 2 Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia

2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949

Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak
luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan
menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah-
belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-
negara “boneka” seperti Negara Sumatera Timur, Negara
Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa
Timur di dalam negara Republik Indonesia.

Bahkan, Belanda kemudia melakukan agresi atau
pendudukan terhadap ibu kota Jakarta, yang dikenal de-
ngan Agresi Militer I pada tahun 1947 dan Agresi Militer
II atas kota Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menye-
lesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dengan
menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den
Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus — 2 November 1949.
Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indo-
nesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu gabu-
ngan negara-negara boneka yang dibentuk Belanda), dan
Belanda serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia.

KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan
pokok yaitu:

1. didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;

2. penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia
Serikat; dan

3. didirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan men-
jadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian
UUD. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik
Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh
delegasi RI dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bun-
dar.

Setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan
tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan
suatu UUD yang diberi nama Konstitusi Republik Indo-
nesia Serikat. Konstitusi tersebut terdiri atas Mukadimah
yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang berisi 6 bab dan
197 pasal, serta sebuah lampiran.
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Bagaimana
pendapatmu,
apakah sistem
Parlementer cocok
diterapkan di
Indonesia?

B aa

Mengenai bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1
ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “ Republik Indonesia
Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum
yang demokratis dan berbentuk federasi”. Dengan berubah
menjadi negara serikat (federasi), maka di dalam RIS ter-
dapat beberapa negara bagian. Masing-masing memiliki
kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya.
Negara-negara bagian itu adalah : negara Republik Indo-
nesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura,
Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu ter-
dapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri,
yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan
Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara,

dan Kalimantan Timur.

Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945
tetap berlaku tetapi hanya untuk negara bagian Republik
Indonesia. Wilayah negara bagian itu meliputi Jawa dan
Sumatera dengan ibu kota di Yogyakarta.

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa
berlakunya Konstitusi RIS adalah sistem parlementer.
Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 dan 2
Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa "Presiden
tidak dapat diganggu-gugat”. Artinya, Presiden tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas peme-
rintahan. Sebab, Presiden adalah kepala negara, tetapi
bukan kepala pemerintahan. Kalau demikian, siapakah
yang menjalankan dan yang bertanggung jawab atas tugas
pemerintahan? Pada Pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa
"Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijak-
sanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya
maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”.
Dengan demikian, yang melaksanakan dan mempertang-
gungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah menteri-
menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat
oleh Perdana Menteri. Lalu, kepada siapakah pemerintah
bertanggung jawab? Dalam sistem pemerintahan parle-
menter, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen
(DPR).
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Perlu kalian ketahui bahwa lembaga-lembaga negara

menurut Konstitusi RIS adalah :
a. Presiden

b. Menteri-Menteri

c. Senat

d. Dewan Perwakilan Rakyat

e. Mahkamah Agung

f. Dewan Pengawas Keuangan

Mari Diskusi

Setelah kalian menyimak uraian di atas, diskusikan bersama teman kalian tentang
perbedaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan

parlementer! Bersiap-siaplah untuk mengemukakan hasil diskusi kalian itu!

3. Periode Berlakunya UUDS 1950

Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-
negara bagian dalam negara RIS, sehingga hanya ting-
gal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia,
Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.
Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepaka-
tan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur
dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia
untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakat-
an tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetu-
juan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat
menjadi negara kesatuan diperlukan suatu UUD negara
kesatuan. UUD tersebut akan diperoleh dengan cara me-
masukan isi UUD 1945 ditambah bagian-bagian yang baik
dari Konstitusi RIS.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Un-
dang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak
tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal
tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950,
dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas
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Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan
146 pasal.

Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyata-
kan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Re-
publik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu
negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Sistem pemerintahan yang dianut pada masa
berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerin-
tahan parlementer. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS
1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Pre-
siden tidak dapat diganggu-gugat”’. Kemudian pada
ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-menteri bertang-
gung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik
bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing
untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang ber-
tanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan
adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertang-

gung jawab kepada parlemen atau DPR.

Perlu kalian keahui bahwa lembaga-lembaga negara
menurut UUDS 1950 adalah :

a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri-Menteri

c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Mahkamah Agung

e. Dewan Pengawas Keuangan

Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 bersifat se-
mentara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan
pasal 134 yang menyatakan bahwa "Konstituante (Lembaga
Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-
lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan
menggantikan UUDS ini”. Anggota Konstituante dipilih
melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan dires-
mikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.

Sekalipun konstituante telah bekerja kurang lebih
selama dua setengah tahun, namun lembaga ini masih be-
lum berhasil menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebab
ketidakberhasilan tersebut adalah adanya pertentangan
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pendapat di antara partai-partai politik di badan konstitu-
ante dan juga di DPR serta di badan-badan pemerintahan.

Pada pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno
menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali
ke UUD 1945. Pada dasarnya, saran untuk kembali ke-
pada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota
Konstituante tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda.
Oleh karena tidak memperoleh kata sepakat, maka diada-
kan pemungutan suara. Sekalipun sudah diadakan tiga
kali pemungutan suara, ternyata jumlah suara yang men-
dukung anjuran Presiden tersebut belum memenuhi per-

syaratan yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir.

Atas dasar hal tersebut, demi untuk menyelamatkan
bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden
Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang
isinya adalah:

1. Menetapkan pembubaran Konsituante

2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak
berlakunya lagi UUDS 1950

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden S Juli
1959, maka UUD 1945 berlaku kembali sebagai lan-
dasan konstitusional dalam menyelenggarakan pemerin-

tahan Republik Indonesia.

Mari Diskusi

Diskusikan bersama teman kalian, perbedaan bentuk negara kesatuan dengan bentuk

negara serikat? Sebutkan contoh negara yang berbentuk negara serikat?

4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999

Praktik penyelenggaraan negara pada masa berlaku-
nya UUD 1945 sejak 5 Juli 1959- 19 Oktober 1999 ternya-
ta mengalami berbagai pergeseran bahkan terjadinya be-
berapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan UUD
1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi
dua periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan
periode Orde Baru (1966-1999).
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Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan
politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang
dilakukan Presiden dan juga MPRS yang justru bertenta-
ngan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksa-
naan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan seba-
gaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan
pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang Presiden
dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR
terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.

Selain itu muncul pertentangan politik dan kon-
flik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik,
keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk.
Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pembe-
rontakan G-30-S/PKI yang sangat membahayakan kese-

lamatan bangsa dan negara.

Mengingat keadaan semakin membahayakan, Ir.
Soekarno selaku Presiden RI memberikan perintah kepada
Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966
(Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang di-
perlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ke-
tenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya
Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde

Baru.

Semboyan Orde Baru pada masa itu adalah
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen. Apakah tekad tersebut menjadi suatu
kenyataan? Ternyata tidak. Dilihat dari prinsip demokrasi,
prinsip negara hukum, dan keadilan sosial ternyata masih
terdapat banyak hal yang jauh dari harapan. Hampir
sama dengan pada masa Orde Lama, sangat dominannya
kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR terhadap
kebijakan-kebijakan Presiden/pemerintah.

Selain itu, kelemahan tersebut terletak pada UUD
1945 itu sendiri, yang sifatnya singkat dan luwes (fleksi-
bel), sehingga memungkinkan munculnya berbagai penyi-
mpangan. Tuntutan untuk merubah atau menyempur-
nakan UUD 1945 tidak memperoleh tanggapan, bahkan
pemerintahan Orde Baru bertekat untuk mempertahankan
dan tidak merubah UUD 1945.
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5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 - Sekarang

Seiring dengan tuntutan re-

formasi dan setelah lengsernya (- S )
Presiden Soeharto sebagai pe- % -

nguasa Orde Baru, maka sejak 2

tahun 1999 dilakukan perubahan _. g %@@@ ‘,o‘°“5 wammmm
(amandemen) terhadap UUD 1945. ' \@?3‘ M L Dalam Satu Neskah
Sampai saat ini, UUD 1945 sudah | ot :‘:@auﬂ oot wt il ey
mengalami empat tahap peruba- ::ﬂ; "‘::‘:"

han, yaitu pada tahun 1999, 2000, \_ R 4
2001, dan 2002. Penyebutan UUD Gambar 3

setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu : Undang- UUD Negara Repub-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD 1945
telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pe-
rubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemili-
han umum, pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil
Presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintahan
daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi

manusia.

Pertanyaan kita sekarang, apakah UUD 1945 yang
telah diubah tersebut telah dijalankan sebagaimana mesti-
nya? Tentu saja masih harus ditunggu perkembangannya,
karena masa berlakunya belum lama dan masih masa
transisi. Setidaknya, setelah perubahan UUD 1945, ada
beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat
secara langsung. Misalnya dalam hal pemilihan Presi-
den dan Wakil Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah
(Gubernur dan Bupati/Walikota). Hal-hal tersebut tentu
lebih mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang dianut

negara kita.

Perlu kalian ketahui bahwa setelah melalui serang-
kaian perubahan (amandemen), terdapat lembaga-lembaga
negara baru yang dibentuk. Sebaliknya terdapat lembaga
negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung
(DPA). Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesu-
dah amandemen adalah :

lik Indonesia Tahun
1945. Sumber: Setjen
MPR
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a. Presiden

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Rakyat

d. Dewan Perwakilan Daerah

e. Badan Pemeriksa Keuangan

f. Mahkamah Agung

. Mahkamah Konstitusi

oQ

h. Komisi Yudisial

Coba Amati

Amatilah kebaikan dan keburukan praktik-praktik pemilihan kepala daerah (pilkada)
secara langsung oleh rakyat! Diskusikan dan rumuskan bersama kelompokmu dan
presentasikan di depan kelas!

B. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP
KONSTITUSI

Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak
jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (UUD).
Marilah kita bahas berbagai peyimpangan terhadap konsti-
tusi, yang kita fokuskan pada konstitusi yang kini berlaku,
yakni UUD 1945.

1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal ke-
merdekaan, antara lain:

a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca:
eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah
fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang
diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta mene-
tapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR,
dan DPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945
pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi ”Sebelum
MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan
dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah
komite nasional”.

b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Novem-
ber 1945 yang merubah sistem pemerintahan presi-
densial menjadi sistem pemerintahan parlementer.
Hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan
pasal 17 UUD 1945.

Bl 50
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2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde

Lama, antara lain:

a.

Presiden telah mengeluarkan produk peraturan
dalam bentuk Penetapan Presiden, yang hal itu ti-
dak dikenal dalam UUD 1945.

MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah
menetapkan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus
1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi
Kita (Manifesto Politik Republik Indonesia) sebagai
GBHN yang bersifat tetap.

Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudu-
kan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti
menempatkannya sejajar dengan pembantu Pre-
siden.

Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun
1960 pemerintah tidak mengajukan RUU APBN un-
tuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya
tahun anggaran yang bersangkutan;

Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presi-
den No.3 tahun 1960, Presiden membubarkan ang-
gota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian
melalui Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 tang-
gal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong
(DPR-GR);

MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden
seumur hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/
1963.

3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde

Baru

a.

MPR berketetapan tidak berkehendak dan ti-
dak akan melakukan perubahan terhadap UUD
1945 serta akan melaksanakannya secara murni
dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR No.
I[/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR). Hal ini
bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang
memberikan kewenangan kepada MPR untuk
menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang
memberikan kewenangan kepada MPR untuk meng-
ubah UUD 1945.

Inkuiri Nilai

Bagaimana

pendapatmu tentang
penyimpangan yang

terjadi pada
Orde Baru ?

masa
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b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/
1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara
perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37

UUD 1945

Setelah perubahan UUD 1945 yang keempat (ter-
akhir) berjalan kurang lebih 6 tahun, pelaksanaan UUD
1945 belum banyak dipersoalkan. Lebih-lebih mengingat
agenda reformasi itu sendiri antara lain adalah peruba-
han (amandemen) UUD 1945. Namun demikian, terdapat
ketentuan UUD 1945 hasil perubahan (amandemen) yang
belum dapat dipenuhi oleh pemerintah, yaitu anggaran
pendidikan dalam APBN yang belum mencapai 20%. Hal
itu ada yang menganggap bertentangan dengan Pasal 31
ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN).

Penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD Tahun

1945 dapat disederhanakan dalam bagan di bawah ini.

Masa awal
— Kemerdekaan

KNIP diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut menetap-
kan GBHN

Menerapkan sistem parle-
menter

Penyimpangan
terhadap UUD Masa Orde
Tahun 1945 Lama

\

Mengeluarkan peraturan
dalam bentuk Penetapan
Presiden

Pidato Presiden sebagai
GBHN

Pimpinan lembaga negara
sebagai menteri

Hak budget tidak berjalan
Pembubaran DPR oleh
Presiden

Pengangkatan Presiden
Seumur Hidup

Masa Orde
Baru

MPR tidak berkehendak
merubah UUD 1945
Mengeluarkan Tap MPR
tentang referendum

Masa Setelah
Perubahan

Anggaran pendidikan dalam
APBN belum sesuai dengan
Pasal 31 UUD 1945
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(. Kerja Individual

mokrasi? Tulislah jawabanmu dan serahkan kepada guru!

\_

Tunjukkan bahwa Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan
Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup merupakan penyimpangan
terhadap UUD 1945! Mengapa hal itu juga bertentangan dengan sistem de-

~

_J

C. HASIL-HASIL PERUBAHAN UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar atau sering pula
digunakan istilah amandemen Undang-Undang Dasar
merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu

dapat berupa pencabutan, penambahan, dan perbaikan.

Sebelum menguraikan hasil-hasil perubahan UUD
1945, kalian akan diajak untuk memahami dasar pemiki-
ran perubahan, tujuan perubahan, dasar yuridis peruba-
han, dan beberapa kesepakatan dasar dalam perubahan
UUD 1945. Oleh karena itu, perhatikan uraian di bawah

ini dengan seksama.

1. Apa dasar pemikiran untuk melakukan perubahan
terhadap UUD 19457

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukan-

nya perubahan UUD 1945 antara lain :

a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat be-
sar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif
dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-

undang.

b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes
(fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu

tafsir (multitafsir).

c. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diper-
lakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti
pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.

Inkuiri Nilai §;

Bagaimana
pendapatmu apabila
UUD 1945 tidak
diamandemen?
Buat alasannya.
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2. Apa Tujuan Perubahan UUD 19457

Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan,

antara lain :

a.

menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan ne-
gara dalam mencapai tujuan nasional dan memperku-

kuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas par-
tisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan pa-

ham demokrasi;

menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan
paham HAM dan peradaban umat manusia yang meru-
pakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum
dalam UUD 1945;

menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan nega-

ra secara demokratis dan modern.

melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam
penyelenggaraan ne-gara bagi eksistensi negara dan
perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti

pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;

menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan
berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan

jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945,

terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting kalian

pahami. Kesepakatan tersebut adalah :

a.

b.

tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
tetap mempertahankan NKRI
mempertegas sistem pemerintahan presidensial

penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif
akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tu-
buh)
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3. Bagaimana Hasil Perubahan UUD 19457

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara
bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang di-
sepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan
dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit
memperoleh kesepakatan. Perubahan terhadap UUD 1945
dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang
MPR yaitu:

a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
b. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000

c. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November
2001

d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus
2002.

Perubahan UUD Negara RI 1945 dimaksudkan untuk
menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk menggan-
ti. Secara umum hasil perubahan yang dilakukan secara
bertahap MPR adalah sebagai berikut.

Perubahan Pertama. Perubahan pertama terhadap
UUD 1945 ditetapkan pada tgl. 19 Oktober 1999 dapat di-
katakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematah-
kan semangat yang cenderung mensakralkan atau men-
jadikan UUD 1945 sebagai sesuatu yang suci yang tidak
boleh disentuh oleh ide perubahan. Perubahan Pertama
terhadap UUD 1945 meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu :

Pasal yang Diubah Isi Perubahan

* 5 ayat 1

* Pasal 7

* Pasal 9 ayat 1 dan 2
* Pasal 13 ayat 2 dan 3
* pasal 14 ayat 1

* pasal 14 ayat 2

* pasal 15

* Pasal 17 ayat 2 dan 3
* Pasal 20 ayat 1 - 4

* Pasal 21

* Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR

* Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
* Sumpah Presiden dan Wakil Presiden®

* Pengangkatan dan Penempatan Duta

* Pemberian Grasi dan Rehabilitasi

* Pemberian amnesty dan abolisi

* Pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain

* Pengangkatan Menteri

* DPR

* Hak DPR untuk mengajukan RUU
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Perubahan Kedua. Perubahan kedua ditetapkan
pada tgl. 18 Agustus 2000, meliputi 27 pasal yang tersebar
dalam 7 Bab, yaitu:

e Bab VI

e Bab VII

e Bab IXA
e Bab X

e Bab XA
e Bab XII
e Bab XV

* Pemerintahan Daerah

e Dewan Perwakilan Daerah

* Wilayah Negara

* Warga Negara dan Penduduk

* Hak Asasi Manusia

* Pertahanan dan Keamanan

* Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Perubahan Ketiga. Perubahan ketiga ditetapkan
pada tgl. 9 November 2001, meliputi 23 pasal yang terse-
bar 7 Bab, yaitu:

e Bab I

e Bab II

e Bab III

e Bab 'V

e Bab VIIA
e Bab VIIB
e Bab VIIIA

*Bentuk dan Kedaulatan

* MPR

* Kekuasaan Pemerintahan Negara
* Kementerian Negara

* DPR

e Pemilihan Umum

* BPK

Perubahan Keempat, ditetapkan 10 Agustus 2002,
meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta
1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keem-
pat ini ditetapkan bahwa:

a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan peruba-
han pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945
dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5
Juli 1959.

b. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna
MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan
MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

c. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapus-
kan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penem-
patannya kedalam Bab III tentang “Kekuasaan Peme-
rintahan Negara”.
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¢ Coba Amati ™)

Bacalah hasil perubahan UUD 1945 yang berupa pengubahan atau penam-
bahan pasal-pasal ini! Yakni :

- pasal 2 ayat 1,

- pasal 6A ayat 4,

- pasal 8 ayat 3,

- pasal 11 ayat 1,

- pasal 16,

- pasal 23B,

- pasal 23D,

- pasal 24 ayat 3:

- bab XIII,

- pasal 31 ayatl-5,

- pasal 32 ayat 1-2 : Bab XIV,
- pasal 33 ayat 4-5,

- pasal 34 ayatl-4,

- pasal 37 ayat 1-5,

- aturan Peralihan Pasal I,II dan III.

g - aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945. )

Dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, hasil peruba-
han UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Sebelum Perubahan Hasil Perubahan

. Jumlah bab 16 . Jumlah bab 21

. Jumlah pasal 37 . Jumlah pasal 73

. Terdiri dari 170 ayat.

. 3 pasal aturan peralihan

. Terdiri dari 49 ayat

. 4 pasal aturan peralihan

. 2 ayat Aturan Tambahan . 2 Pasal Aturan Tambahan

olu|P|lWIN]|+~
Q|| P |WIN|=

. Dilengkapi dengan penjelasan. . Tanpa penjelasan
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Adapun rangkaian dan hal-hal pokok perubahan UUD

Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambar-

kan seperti di bawah ini (Sumber: Sekretariat Jenderal MPR

2005).

rTuntutan Reformasi

1. Amandemen UUD
1945.

2. Penghapusan dok-
trin dwi fungsi ABRI.

3. Penegakan hukum,
HAM, dan pember-
an-tasan KKN.

4. Otonomi daerah.

5. Kekebasan pers.

6. Mewujudkan ke-
hidupan

demokrasi.

Hasil Perubahan

Jumlah :

* 21 bab

73 pasal

170 ayat

3 pasal Aturan
Peralihan

2 Pasal Aturan
Tambahan

Tanpa Penjelasan.

rSebelum
Perubahan

Jumlah :
* 16 bab.
e 37 pasal
* 49 ayat
* 4 pasal Aturan
Peralihan.
e 2 ayat Aturan
Tambahan.
* Penjelasan.

« SU MPR 1999
(14-21 Okt 1999)

« SU MPR 2000
(7-18 Ags 2000)

« SU MPR 2001
(1-9 Nov 2001)

* SU MPR 2002
(1-11 Ags 2002

Dasar Pemikiran

Perubahan

* Kekuasaan tertinggi
ditangan MPR.

* Kekuasaan yang sa-
ngat besar pada pre-
siden.

¢ Pasal-pasal multitafsir.

* Pengaturan lembaga
negara oleh presiden
melalui pengajuan UU.

* Praktik ketatanegaraan
tidak sesuai de-ngan
jiwa Pembukaan UUD

1945.

-

Kesepakatan Dasar

* Tidak mengubah Pem-
bukaan UUD 1945.

¢ Tetap mempertahan-
kan NKRI.

* Mempertegas sistem
pre-sidensiil

* Penjelasan UUD 1945
yang memuat hal-hal
normatif akan dima-
sukan ke dalam pasal-
pasal.

* Perubahan dilakukan

dengan cara adden-

dum.

Mari Diskusi

Diskusikan dalam kelompok kalian tentang pengaruh perubahan (amandemen)
UUD 1945 terhadap kedudukan dan peranan MPR dalam ketatanegaraan Republik

Indonesia! Presentasikan hasilnya di depan kelas!
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D. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945
HASIL PERUBAHAN

Apa tujuan perubahan? Pada dasarnya mengubah
atau mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan
untuk menyempurnakan, melengkapi, atau mengganti
peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hasil
perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi
rakyat. Demikian pula halnya terhadap perubahan terha-
dap UUD 1945.

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan hasil-ha-
sil perubahan UUD 1945, yang ditetapkan dalam Sidang
Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD
1945 bukan hanya menyangkut perubahan jumlah bab,
pasal, dan ayat tetapi juga adanya perubahan sistem ket-

atanegaraan RI.

Hasil-hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya
penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan per-
lindungan HAM, dan penyelenggaraan pemerintahan yang
lebih demokratis. Hasil- hasil perubahan tersebut telah
melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat,
utamanya dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Ke-
pala daerah secara langsung oleh rakyat. Perubahan itu
secara lebih rinci antara lain sebagai berikut.

a. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan
berada di atas lembaga negara lain, berubah menjadi
lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara
lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan
Komisi Yudisial.

b. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan
DPR.

c. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh
MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara lang-
sung dalam satu pasangan.

d. Periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang
semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua
kali masa jabatan.
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e. Adanya lembaga negara yang berwenang
menguji undang-undang terhadap UUD
1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.

f. Presiden dalam hal mengangkat dan
menerima duta dari Negara lain harus
memperhatikan pertimbangan DPR.

g. Presiden harus memperhatikan pertim-

bangan DPR dalam hal memberi am-

nesti dan rehabilitasi.

Gambar 4
Pelantikan SBY se-
bagai Presiden hasil
pilihan rakyat secara
langsung. Sumber :
wwuw.google)
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Sebagai warga negara, kalian hendaknya mampu
menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD
1945 hasil perubahan (amandeman). Sikap positif terse-

but antara lain:

a. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa
dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan
reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur
dalam UUD 1945 sebelum perubahan,

b. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lem-
baga negara khususnya MPR yang telah melakukan
perubahan terhadap UUD 1945,

c. menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945,

d. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai
dengan UUD 1945 hasil perubahan,

e. mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,

f. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab
dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD
1945,

g. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di
bawah UUD 1945 temasuk tata tertib sekolah.

Tanpa sikap positif warga negara terhadap pelaksa-
naan UUD 1945 hasil perubahan, maka hasil perubahan
UUD 1945 itu tidak akan banyak berarti bagi kebaikan
hidup bernegara. Tanpa kesadaran untuk mematuhi UUD
1945 hasil perubahan, naka penyelenggaraan negara dan
kehidupan bernegara tidak akan jauh berbeda dengan se-

belumnya. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang hen-
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daknya ditujukkan oleh warga negara yang baik, tidak

terkeculi kalian semua.

Petunjuk: Bubuhkan tanda cek (V) dan berikan ala-

san sesuai dengan sikap kalian terhadap pernyataan di

bawah ini.
. Tidak
No Pernyataan Setuju Setuju Alasan
1 Perubahan UUD 1945 berpengaruh terhadap ke-
hidupan yang lebih demokratis.
2 Perubahan UUD 1945 belum mampu meningkat-
kan penegakkan hukum.
3 Perubahan UUD 1945 dapat menciptakan kehidu-
pan masyarakat lebih aman, tertib, dan damai
4 Perubahan UUD 1945, terutama tentang kebijakan
otonomi daerah, telah membawa kemajuan bagi
daerah.
5 Pemilihan umum masa orde baru lebih demokratis
daripada masa sekarang
6 |Setelah perubahan UUD 1945, rakyat kurang terli-
bat dalam pemilihan kepala daerah.
7 Pada masa sekarang sering terjadi pelanggaran
HAM karena UUD 1945 hasil perubahan tidak
mengatur jaminan HAM.
8. |Perubahan UUD 1945 tidak berkaitan dengan
kepenting-an rakyat, karena perubahan tersebut
hanya mengatur kepentingan lembaga negara.
9. [UUD 1945 tidak perlu memuat jaminan HAM yang
sedemikian luas, karena HAM merupakan faham
Barat (liberalisme).
Refleksi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan evaluasi
diri.
1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan
pada bagian awal uraian bab ini?
2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami?
3. Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelaja-

ran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu kepada guru kalian.
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Rangkuman

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah seperangkat aturan dasar
suatu negara temempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara.
Penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada konstitusi. Se-
bagai aturan dasar dalam negara, maka Undang-Undang Dasar mempunyai

kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia
pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,
dan UUD Sementara 1950.UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan
Dekrit Presiden Presiden tgl. 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945
telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun
1966-1998 (Orde Baru).

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda reformasi, untuk
menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Perubahan terhadap UUD
1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui Sidang Umum MPR yaitu 1999,
2000, 2001, dan 2002.

Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap
perubahan UUD 1945 tersebut. Sikap positif tersebut terutama dengan sikap
mematuhi dan melaksanakan UUD 1945 hasil perubahan itu dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia
pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949,
dan UUD Sementara 1950.UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan
Dekrit Presiden Presiden tgl. 5 Juli 1959. Penyimpangan terhadap UUD 1945
telah terjadi, baik pada periode 1945-1949, 1959-1965 (Orde Lama), maupun
1966-1998 (Orde Baru).

Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu agenda reformasi, untuk
menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Perubahan terhadap UUD
1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui Sidang Umum MPR yaitu 1999,
2000, 2001, dan 2002.

Setiap warga negara seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap
perubahan UUD 1945 tersebut. Sikap positif tersebut terutama dengan sikap
mematuhi dan melaksanakan UUD 1945 hasil perubahan itu dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
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Evaluasi

I. Petunjuk: Bubuhkan tanda (X) pada jawaban yang paling tepat di antara

empat alternatif jawaban yang tersedia

1. Istilah konstitusi lebih tepat diarti-
kan sebagai ...
a. Hukum Dasar
c. Hukum Dasar tertulis
b. Hukum Dasar tidak tertulis

d. Undang Undang Dasar

2. Kebiasaan-kebiasaan yang timbul
dalam praktik penyelenggaraan
negara sering disebut ...

a. Konvensi ketatanegaraan
b. Yurisprudensi

c. Hukum dasar tertulis

d. Adat-kebiasaan

3. Suatu konstitusi dikatakan fleksi-

bel atau luwes jika ...

a. Dibuat oleh lembaga pemben-
tuk konstitusi

b. Mudah mengikuti perkemba-
ngan jaman

c. Sulit untuk dilakukan peru-
bahan

d. Dicantumkan dalam naskah
tertulis

4. UUD 1945 pada saat disahkan

tanggal 18-08-1945 meliputi ...

a. Pembukaan, Batang Tubuh,
dan Penjelasan

b. Pembukaan dan Batang Tu-
buh

c. Preambul dan Batang Tubuh

d. Mukadimah, Batang Tububh,
dan penjelasan

S.

Berdasarkan UUDS 1950 sistem

pemerintahan yang digunakan

adalah ...

a. Sistem Presidensial

c. Sistem Campuran

b. Sistem Parlementer

d. Sistem Pemisahan Kekuasa-
an

Pimpinan lembaga-lembaga nega-
ra diberi kedudukan sebagai men-
teri-menteri negara. Hal ini meru-
pakan penyimpangan pada masa

a. Awal kemerdekaan
c. Orde Baru

b. Orde Lama

d. Masa reformasi

Sistem pemerintahan parlemen-
ter pertama kali dipraktikkan di
Indonesia sejak ...

a. Keluarnya Maklumat Wakil
Presiden tanggal 16 Oktober
1945

b. Keluarnya Maklumat Peme-
rintah tanggal 14 November
1945

c. Disahkannya konstitusi RIS
1949

d. Diberlakukannya UUDS 1950

Di bawah ini merupakan penyim-
pangan konstitusi pada masa Orde

Lama, Kecuali ...
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B 64

a. Pengangkatan presiden se-
umur hidup

b. Menggunakan sistem pemein-
tahan parlementer

c. Membubarkan DPR hasil pe-
milu tahun 1955

d. Adanya produk peraturan
dalam bentuk penetapan
presiden

Di bawah ini merupakan kese-

pakatan dasar dalam melakukan

perubahan, Kecuali ...

a. Tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945

b. Melakukan perubahan de-
ngan cara addendum

Mempertegas/menggunakan

sistem pembagian kekuasaan
Mempertahankan Negara ke-
satuan

10. Salah satu hasil perubahan UUD
1945 adalah ...

a.

b.

Kekuasaan Presiden berada di
bawah MPR

DPR memiliki kekuasaan
eksekutif

Pemilihan Presiden secara
langsung

Adanya lembaga DPD yang
dipilih oleh DPR

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

Jelaskan pentingnya konstitusi dalam suatu negara!

Mengapa sistem pemerintahan parlementer pada periode 1945-1949

merupakan penyimpangan terhadap konstitusi? Jelaskan!

Bandingkan bentuk negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS dengan

pada masa berlakunya UUDS 1945! Sertakan penjelasannyal!

Jelaskan kedudukan MPR sebelum diadakannya perubahan terhadap

UUD 1945!

Jelaskan bahwa perubahan UUD 1945 berpengaruh terhadap peningka-

tan kehidupan demokrasi!
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KETAATAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum mempelajari materi ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan, silahkan buka memori kalian tentang kejadian di rumah masing-
masing. Apakah orang tua kalian entah ayah atau ibu pernah mem-
beri nasehat atau bahkan memarahi kalian? Untuk apa orang tua kalian memberi

nasehat dan mengapa orang tua kalian sampai marah?

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran materi yang akan disajikan pada
bagian ini cermati dan bila perlu diskusikan dengan teman sebangku peta konsep

di bawah ini !
Peta Konsep

» — e 3\ w

Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan

Proses Pembuatan
- Peraturan Perundang-

Y

undangan
\§ J
( 3\
Ket;iﬁi;;iletdap ] ~ Mentaati Peraturan ~ Masyarakat Tertib
< J "| Perundang-undangan '[ dan Damai
undangan
| J

Kasus Korupsi dan Upaya
Pemberantasannya

Y

| J

4 \
Anti Koupsi dan Instrumen
—» Hukum Serta Kelembagaan
Anti Korupsi di Indonesia

\_ ) g J

l Kata Kunci : Tata Urutan, Peraturan, dan Perundang-undangan. '
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Dengan memahami peta konsep di atas, mudah-
mudahan kalian akan faham apa manfaatnya tata tertib, baik
untuk kehidupan dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat
serta sebagai warga negara.

Sajian materi juga dilengkapi dengan berbagai ilustrasi,
baik dalam bentuk ceritera, gambar atau bagan. Kalian juga
diminta mengerjakan tugas latihan individu dan kelompok,
mencari berbagai informasi berkenaan dengan materi yang
dibahas, mengadakan pengamatan dan mencermati rangku-
man, serta mengerjakan soal-soal evaluasi.

Dengan demikian setelah mempelajari bagian ini ka-
lian akan memiliki kemampuan mengidentifikasi tata urutan
Peraturan perundang-undangan; Mendeskripsikan pro-
ses pembuatan perundang-undangan nasional; Mentaati
peraturan perundang-undangan, Mengidentifikasi kasus
korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
dan Mendskripsikan pengertian anti korupsi dan instru-
men hukum serta kelembagaan anti korupsi di Indonesia.
menguraikan prinsip-prinsip peraturan perundang-
undangan, menguraikan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan nasional, dan menjelaskan teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan.

A. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL

1. Konsep dan Hakekat Perundang-undangan
Nasional

Untuk mempelajari bagian ini, ada dua kegiatan yang
harus kalian lakukan. Pertama, cermati dan perhatikan
gambar di samping ini. Kemudian kalian beri komentar,
mengapa dalam halaman perkantoran ada tulisan
dilarang parkir? Mengapa pemilik kendaraan tersebut
tetap memarkirkan kendarannya? Mengapa pihak yang
bertugas sebagai pengaman atau scurity kantor tersebut
membiarkan kendaran diparkir? Apa yang seharusnya
dilakukan oleh petugas keamanan kantor ketika melihat
pemilik kendaraan memarkinkan kendaraan di bawah
rambu-rambu dilarang parkir?
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Kegiatan kedua yang harus kamu lakukan adalah
mencermati uraian, mengerjakan soal-soal latihan atau
tugas lainnya, membuat simpulan dan mengerjakan soal-

soal latihan di bawah ini.

Bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan
bertindak baik terhadap sesamanya maupun terhadap

alam? Perbuatan-perbuatan apa

(
saja yang dapat dilakukan oleh

seseorang, dan perbuatan-per-
buatan apa saja yang tidak boleh
dilakukan oleh seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa? Agar dalam bersikap
dan bertindak tidak saling meru-
gikan di antara sesama manusia
diciptakanlah seperangkat kaidah

atau norma atau aturan. Hal ini

dikarenakan setiap orang mempu-

nyai keinginan dan kepentingan
yang berbeda. Agar kepentingan
yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertubrukan
dibuatkan seperangkat aturan. Jadi yang disebut kaidah
adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ma-

nusia dalam bergaul dengan manusia lainnya.
Coba renungkan!

Apakah di sekitar tempat tinggal kalian ada orang
yang bisa hidup sendiri, dan mampu memenuhi segala
kebutuhannya tanpa bantuan orang lain? Jawabannya
sudah pasti tidak akan ada dan dijumpai dalam kehidu-
pan di masyarakat ada orang yang mampu hidup sendiri,
dan tanpa memerlukan bantuan orang lain, sekalipun dia
memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi dan harta yang
berlimpah.

Contoh lain, seorang ibu yang akan melahirkan

anaknya, dia memerlukan bidan atau dokter atau
dukun beranak untuk membantu proses persalinan terse-
but. Begitu juga ketika anak itu sudah lahir, dia memer-
lukan orang lain untuk mandi, berpakaian, mengganti

pakaian; dan makan atau menyusu pada ibunya. Bahkan

Gambar 1
Kendaran yang
diparkir di bawah
rambu “dilarang
parkir”. Sumber :
Maludong.com

N
Imkairi Nilail §
Bagaimana
pendapatmu
mengenai
kepastian hukum di
Indonesia?
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y Coba Amati

Selanjurtnya coba
kalian bersama
teman sebangku
mengamati keadaan
masyarakat di
sekitar sekolah :
Seandainya dalam
masyarakat tersebut
orang bebas berbuat
untuk melakukan
apa saja tanpa
menghiraukan
kepentingan orang
lain. Menurut kalian
apa yang akan
terjadi?

\

_J

di dunia ada ceritera yang sangat terkenal, yaitu
ceritera tentang Robinson Crusoe, yang pada akhir
ceritera si pengarang memunculkan tokoh Friday se-
bagai temannya, begitu juga ceritera tentang Tarsan
yang hidup di tengah-tengah hutan dan ditemani
oleh berbagai binatang, pada akhirnya dimunculkan
seorang wanita sebagai teman hidupnya yang akan
melahirkan keturunannya. Kesemuanya itu menun-
jukkan, bahwa tiada seorang manusiapun yang
mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang

lain.

Dalam hubungan antara manusia satu dengan
manusia lainnya yang terpenting adalah bagaimana
reaksi yang ditimbulkan dari hubungan tersebut,
dan inilah yang menyebabkan tindakan seseorang
menjadi lebih luas. Misalnya dia seorang guru,
dia memerlukan reaksi apakah yang berbentuk
(hadian/

dorongan

punishment (hukuman) atau reward

penghargaan) yang kemudian menjadi

untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya.
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Soerjono Soekanto, menyatakan, bahwa sejak

dilahirkan manusia telah mempunyai dua hasrat atau

keinginan pokok, yaitu :

1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di

sekelilingnya, yaitu masyarakat

2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam

sekelilingnya.

Jadi jelas, bahwa sejak dilahirkannya dan secara
kodrat manusia selalu ingin menyatu dengan manusia lain
dan lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan kehidupan
bermasyarakat untuk saling berinteraksi dan memenuhi

kebutuhan hidupnya satu sama lain.

Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua
lingkungan tersebut, manusia dikaruniai akal pikiran dan
perasaan sebagai pendorong dalam beraktivitas. Melalui
akal, pikiran dan perasaannya manusia menghasilkan
berbagai barang kebutuhan hidup. Misalnya untuk

melindungi diri dari sengatan matahari, kucuran hujan,
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dan menghindari serangan binatang buas, manusia
membuat rumah. Kemudian untuk mempertahankan
kehidupannya manusia juga mencari dan menciptakan

aneka makanan dan sebagainya.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus dapat
melaksanakan berbagai kaidah hidup yang berlaku di
ikut
berpartisipasidalam mewujudkanketertibandimasyarakat.

lingkungan masyarakat. Dengan demikian kita
Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu
sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya.
Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu
menyatakan: “Ubi societas ibi ius” artinya apabila ada
masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum)
yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan

corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap
anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak
dan kewajibannya. Perbuatan-perbuatan apa yang dibo-
lehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukannya di masyarakat.

J.P.

menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi :

Glastra van Loan menyatakan, dalam

1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan
hidup;

2. Menyelesaikan pertikaian;

3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan
aturan, jika perlu dengan kekerasan;

4. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka
penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;

5. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum
dengan cara merealisasikan fungsi hukum sebagaima-

na disebutkan di atas.

Peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis.

Contoh peraturan tertulis undang-undang, peraturan
peme-rintah, peraturan presiden, peraturan daerah
dan sebagainya. Contoh peraturan tidak tertulis adalah

hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan

Perundang-
undangan hanya
merupakan
sebagian dari
hukum-hukum
ada yang bersifat
tertulis dan tidak
tertulis.hukum
tidak
tertulis yang
dilaksanakan
dalam praktik
penyelenggaraan
negara
dinamakan
konvensi
sedangkan
hukum
tidak tertulis
dinamakan
hukum adat.

N J
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( Mari Diskusi

\_

Stop! Sekarang cermati terlebih dahulu ciri-ciri peraturan perundang-undangan di
atas, kemudian kalian diskusi dengan teman sebangku untuk membuat pengertian
peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada ketiga ciri di atas!

yang dilaksanakan dalam praktik pe-
nyelenggaraan negara atau konvensi.
Peraturan yang tertulis memiliki ciri-ciri se-

bagai berikut:

a. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang

berwewenang,

b. Isinya mengikat secara umum, tidak

hanya mengikat orang tertentu, dan

c. Bersifat abstrak (mengatur yang belum
terjadi).

~

J
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Ferry Edwar dan Fockema Andreae menyatakan,
bahwa perundang-undangan (legislation, wetgeving
atau gezetgebung) mempunyai dua pengertian, pertama
perundang-undangan merupakan proses pembentukan
atau proses membentuk peraturan perundang-undangan
negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Kedua perundang-undangan adalah segala peraturan
negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-
peraturan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-
undangan

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk
di negara Republik Indonesia harus berlandaskan
kepada:

a. Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-
undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan
cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.
Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis
Pancasila, yakni :

1). Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terang-
kum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
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2). Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghor-
matan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan
sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan
yang adil dan beradab,

3). Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan
kesatuan hukum nasional seperi yang terdapat di

dalam sila Persatuan Indonesia,

4). Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, se-
bagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam per-

musyawaratan/ perwakilan, dan

5). Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial
seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan
harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan

masyarakat.
c. Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan
yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-

undangan memuat keharusan:

1). adanya kewenangan dari pembuat peraturan pe-
rundang-undangan,

2). adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan
peraturan perundang-undangan,

3). mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,
4). tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya,
3. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa
prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan

perundang-undangan, adalah :
a. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan

harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa
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landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-
undangan yang disusun tersebut dapat batal demi
hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis
adalah  selalu peraturan perundang-undangan,
sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
tersebut.

b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja
yang dapat dijadikan landasan yuridis.

Tidak semua peraturan perundang-undangan
dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-
undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah
peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan
terkait langsung dengan peraturan perundang-
undangan yang akan dibuat.

Mari Diskusi

Diskusikan dengan teman sebangku tentang persyaratan yuridis yang harus
diperhatikan oleh para pembuat undang-undang!

c. Peraturan perundang-undangan hanya dapat diha-
pus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-

undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.

Contoh : Dengan keluarnya UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, maka UU yang ada sebelumnya, yaitu UU RI nomor 2
tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku

d. Peraturan Perundang-undangan baru mengesamping-

kan peraturan perundang-undangan lama.

Dengan  dikeluarkannya suatu  peraturan
perundang-undangan baru, maka apabila telah ada
peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat
yangtelahdiberlakukansecaraotomatisakandinyatakan
tidak berlaku. Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal

dengan istilah lex posteriori derogat lex priori.
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Contoh : Disahkannya UU RI Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman,
maka UURI tentang Pokok-pokok Kehakiman yang lama yaitu UU RI nomor 14
tahun 1974 dan nomor 35 tahun 1999 dikesampingkan

e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang secara
hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal
demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri
tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang, dan undang-
undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

f. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus
mengesampingkan peraturan perundang-undangan
yang bersifat umum.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan
perundang-undangan yang bersifat khusus dan
peraturan perundang-undangan yang bersifat umum
yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan
adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat
khusus (prinsip lex specialist lex ge-neralist). Misalnya
bilaadamasalahkorupsidanterjadipertentanganantara
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi
dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20
tahun 2001.

g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya
berbeda

Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya
mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh undang-
undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004
mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004
mengatur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi
diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2003.
Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama
bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda,
sehingga diatur oleh undang-undang yang berbeda.
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4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945
ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan

perundang-undangan, yaitu :

Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966
tentang “Memorandum DPR-GR mengatur “Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia”. Kedua, pada era reformasi,
MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”.
Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lahirnya UU RI no. 10 tahun 2004 tidak terlepas dari
tuntutan reformasi di bidang hukum. MPR pada tahun 2003
telah mengeluarkan Ketetapan nomor 1/MPR /2003 tentang
Peninjauan kembali terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampaidengan ta-
hun 2002. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (19) Keteta-
pan MPR No.I/MPR/2003, maka status dan kedudukan
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 digolongkan pada
Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan
hukum/lebihlanjut. Sedangkan Ketetapan MPRNo.III/ MPR/
2000 adalah tergolong Ketetapan MPR yang tetap berlaku
sampaidenganterbentuknyaundang-undang(sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) ).

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 10
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang
tersebut dicantumkan mengenai Jenis dan Hierarki

Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, maka TAP MPR No. III/MPR/2000

otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10
tahun 2004 sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
adalah sbb:
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a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Idonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PERPU)

Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD
Provinsi bersama dengan Gubernur

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh
DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat
oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya
bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan
Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan
daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaan-
nya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan
adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Stop dulu! Sebelum diuraikan tata urutan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam pasal 7 ayat (1) UU RI No, 10 tahun 2004 diskusikan bersama teman dalam
kelompok kalian tentang hubungan antara TAP MPR NO. III/MPR/2000; TAP MPR no
I/MPR/2003 dan UU RI No. 10 Tahun 2004.

~

_J

Untuk lebih memahami tata urutan peraturan per-

undang-undangan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) UU
RI No. 10 tahun 2004 cermati uraian berikut :
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1.

Kerja Individual

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum
Dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi
sebagai sumber hukum tertinggi. L.J. van Apeldoorn
menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian
tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade
menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah
yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok
dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan
menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan
tersebut.

Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang-
Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai
organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur
mengubah UUD, dan memuat larangan untuk

mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas, coba kalian simpulkan mengenai pengertian

Undang-Undang Dasar!
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Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945
sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia meru-

pakan:

a. bentuk konsekuensi dikumandangkannya ke-
merdekaan yang menandai berdirinya suatu negara
baru.

b. wujud kemandirian suatu negara yang tertib dan
teratur.

c. mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi
hal-hal sebagai berikut :

a. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lem-
baga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan
pembagian kekuasaan masing-masing serta prose-
dur penyelesaian masalah yang timbul di antara
lembaga tersebut.

b. Hak-hak asasi manusia

c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
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d. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu
dari undang-undang dasar, seperti tidak muncul
kembali seorang diktator atau pemerintahan kera-
jaan yang kejam.

e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi
negara.

Dalam tata wurutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo,
Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan
yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang
lainnya, hal ini dikarenakan :

a. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang
berbeda dengan pembentukan UU biasa,

b. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap
sesuatu yang luhur,

c. UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita
bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi
kenegaraan suatu bangsa,

d. UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan
negara.

Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami
perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama
tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18
Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November
dan perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam
upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik
dan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan
terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan,
baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya.
Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga
lembaga negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan
adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang
baru di antaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah
Konstitusi.
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Mari Diskusi

Setelah kalian mempelajari UUD 1945 hasil perubahan, sekarang diskusikan dengan
teman sebangku, kemudian isi kolom di bawah ini!

Lembaga

Aspek

Ciri-ciri Perubahan

Sebelum Sesudah

MPR

Kedudukan
Fungsi

Keanggotaan

DPR

Kedudukan
Fungsi

Keanggotaan

MA

Kedudukan
Fungsi

Keanggotaan

BPK

Kedudukan
Fungsi

Keanggotaan
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2. Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan perun-

dang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945.

Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR

bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu perma-

salahan diatur melalui Undang-Undang antara lain
adalah:

a.

UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,

b. UU dibentuk atas perintah ketentuan UU

terdahulu,

UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah,
dan menambah UU yang sudah ada,

UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi
manusia,

UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban
atau kepentingan orang banyak.



(

Kerja Individual

Contoh salah satu pasal UUD 1945, UU dan PP yang mengatur masalah yang sama

adalah :

UUD 1945 Pasal. ... tentang ..., UU No. ... Tahun ... tentang ..., PP No. ... Tahun ...

tentang
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~

Adapun prosedur pembuatan undang-undang

adalah sebagai berikut:

a.

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.

Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh
DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama.

Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal
dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang

berkaitan dengan:

otonomi daerah,

b. hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam,
sumber daya ekonomi lainnya, dan

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(Perpu)

Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang

(PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu
mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam

keadaan “darurat”’ataumendesak karena permasalahan

yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah
diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR
untuk mendapatkan persetujuan.
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( CONTOH :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005

BADAN REHABILITASI DAN REKONTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

il 8o

4. Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan suatu undang-undang,

dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan

Pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-

undang. Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah

adalah sebagai berikut.

a.

Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa
adanya UU induknya. Setiap pembentukan
Peraturan Pemerintah harus berdasarkan un-
dang-undang yang telah ada. Contoh untuk
melaksanakan Undang-Undang Republik In-
donesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Peme-
rintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan
sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantum-
kan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah harus merupakan rincian atau penjaba-
ran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi
ketika dalam undang-undang itu tidak diatur ma-
salah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintah-
nyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.

Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas
atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau
materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih
rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang
induknya.

Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun
UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara
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tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk
melaksanakan UU.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk
melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk.
sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara
eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan

Pemerintah.
Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat
oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyeleng-
garakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-
Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas

maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

\_

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN
DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

_J

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau
Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka
melaksanakankebutuhandaerah. Olehkarenaitudalam
pembuatanPeraturan Daerahharusdisesuaikandengan
kebutuhan daerah. Materi Peraturan Daerah adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan.
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B. PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN NASIONAL

Proses pembuatan suatu undang-undang dapat
diajukan oleh Presiden kepada DPR, atau diajukan oleh
DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan
Daerah kepada DPR. Secara skematik proses pembuatan
suatu Undang-undang dapat dicermati pada bagan di
bawah inil.

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

RUU DARI RUU DARI RUU DARI
PRESIDEN DPR RI DPD

\d
DUA TINGKAT PEMBICARAAN

\i
DISETUJUI DPR RI

Y
DITANDATANGANI PRESIDEN

\d
UNDANG-UNDANG

1. Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI

RUU Dbeserta penjelasan yang berasal dari
Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan
DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut
juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan
pembahasan RUU tersebut.

Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan
RUU tersebut kepada seluruh Anggota. RUU yang terkait
dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi
pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat
pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang me-
wakili Presiden. Prosedur selengkapnya dapat dicermati
pada bagan berikut ini!




Usul inisiatif RUU
dapat berasal dari:
sekurang-kurangnya
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Disampaikan ke-
pada DPR dise-
rati daftar nama

Dalam rapat
paripurna,ketua
rapat memberikan
dan membagikan
usul inisiatif RUU
kepada para
anggota DPR

l

13 orang anggota = dan tanda tan-
DPR RI atau komisi, gan pengusul serta
gabungan komisi nama Fraksinya

atau baleg
Pimpinan DPR me- disetujui degan
nyammpaikan RUU perubahan, DPR
kepada President menugaskan kepada
dengan permintaan |<¢—— Komisi, Baleg atau
agar President Pan-sus untuk me-
menunjuk menteri nyempurnakan RUU
yanga akan mewaki- tersebut.
li President dalam
pembahasan RUU,
dan kepada
Pimpinan DPD jika
RUU yang diajukan disetujui tanpa
terkait dengan DPD perubahan

Pembicaraan di DPR RI
Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II

2. Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI

Rapat paripurna me-
mutusakan apakah
usul RUU tersebut
secara prinsip
dapat diterima
menjadi RUU usul
dari DPR atau tidak
setelah diberikan
kesempatan ke-
apda faraksi un-
tuk memeberaikan
pendapatnya

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPR

disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden. Presiden memberitahukan dan membagikannya
kepada seluruh Anggota kabinet.

Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai
hal yang sama dalam satu Masa Sidang, maka yang
dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang
disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan untuk
dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama
antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada
Presiden wuntuk disahkan menjadi undang-undang.

Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang
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sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan
menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat
kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila
RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh
Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPD
disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada
Pimpinan DPR, kemudian d Pimpinan DPR memberitahu

dan membagikan kepada seluruh Anggota.

Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal
pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada

Anggota dalam Rapat Paripurna.

BadanMusyawarahselanjutnyamenunjukKomisiatau
Badan Legislatif untuk membahas RUU tersebut, dan meng-
agendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja.

Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota
alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga)
dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk
membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam
Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar
Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR
dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU
tersebut.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya
surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden
menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam
pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas

dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.
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Adapun secara lengkap tingkat pembicaraan suatu
rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat

adalah sebagai berikut :

TINGKAT PEMBICARAAAN RUU DI DPR RI

PEMBICARAAN TINGKAT I

Dilaksanakan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legalisasi, Rapat Panitia
Angaran, atau rapat Pansus, dengan kegiatan :

a. Pandangan dan pendapat

* RUU darai Presiden : pandangan dan pendaapat Fraksi-fraksi atau farksi fraksi
dan DPD apabila RUU terkait dengan DPD

* RUU dari DPR : pandangan dan penfapat Presiden atau Presiden beserta DPD
apabila RUU terkait dengan DPD

b. Taggapan
RUU dari presiden :tanggapan presiden.

RUU dari DPR : tangaapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membuat
RUU

c. Pembahasan RUU oleh DPR dan presiden berdasarkan Daftar Inventasisasi ma-

salah (DIM)

PEMBICARAAN TINGKAT II

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang di dahului oleh:

a. Laporan hasil Pembicaraan Tingakt I.

b. Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila
dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya.

c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang
mewakilinya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa
perubahan terhadap kewenangan penyusunan undang-
undang, dari yang semula berada di tangan presiden
bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di tingkat daerah, berdasarkan undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kewenangan membentuk undang-undang lebih besar

diberikan kepada daerah, jadi tidak bertumpu ke pusat.
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Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diu-
sulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU)
secara garis besar formatnya berisi : Panamaan; Pembu-
kaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (bila ada) dan
Lampiran (bila diperlukan).

Penamaan, berkaitan dengan judul atau nama dari
Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang yang
diajukan atau disahkan, termasuk nomor dan tahun
pembentukan undang-undang tersebut. Penulisan
penamaan dilakukan dengan menggunakan huruf besar

semua.

Contoh: R

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
\_ _J

Pembukaan, setelah dilakukan penamaan, maka

bagian berikutnya adalah pembukaan, yaitu yang dimulai
dengan:

a. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”,
kemudian dicantumkan pula nama pejabat pembuat
undang-undang (untuk tingkat pusat) dan peraturan
daerah (untuk tingkat propinsi, kabupaten atau kota),

Contoh :

Undang-undang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR

BUPATI
WALIKOTA

b. Konsideran, yaitu berisi hal-hal yang menjadi dasar
pertimbangan dikeluarkannya undang-undang terse-
but beserta latar belakangnya, dan dimulai dengan

kata “menimbang” dan seterusnya ...
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Contoh : Menimbang,

a. bahwa ...
b. bahwa ...
c. bahwa ...

c. Dasar Hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan yang dijadikan lan-
dasan atau dasar kewenangan pembuatan peraturan
tersebut. Selain itu juga memuat peraturan perun-
dang-undangan yang terkait langsung. Teknik penu-
lisan dasar hukum dimulai de-ngan kata “mengingat”
dan seterusnya.

Contoh : Mengingat ...
d. Pencantuman frase : “Dengan persetujuan®

e. Pencantuman Badan Perwakilan yang memberikan
persetujuan, apakah DPR atau DPRD Provinsi atau
DPRD Kabupatan/Kota.

g Contoh : )
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEMBENTUKAN PERATURAN
\ PERUNDANG-UNDANGAN )

Setelah bagian pendahuluan selesai, baru meningkat
pada bagian Batang Tubuh, yaitu berisi tentang ketentuan
umum, ketentuan, mengenai obyek, ketentuan mengenai
sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Ketentuan umum berisi tentang definisi, penger-
tian, penjelasan mengenai suatu istilah atau sing-
katan yang digunakan dalam peraturan perun-
dang-undangan. Ketentuan mengenai obyek yang
diatur, lazimnya disusun sesuai dengan luas lingkup
dan pendekatan yang dipergunakan. Ketentuan men-
genai obyek disusun untuk, menggambarkan  satu
kesatuan sistem, cara berpikir yang runtut, mudah di-
ketahui, dan dimengerti.
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Ketentuan mengenai pencantuman sanksi sangat
bergantung dari jenis undang-undang yang dibuat. Hal
ini karena tidak semua undang-undang mencantumkan
sanksi. Begitu juga jenis sanksi tidak selamanya berupa
sanksi pidana, artinya bisa berupa sanksi administrasi,

denda, tindakan paksa, dan lain sebagainya.

Ketentuan peralihan merupakan suatu cara untuk
mempertemukan antara akibat hukum peraturan perun-
dang-undangan baru dan peraturan perundang-undangan

lama. Adapun fungsi peraturan peralihan adalah:

a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan

hukum atau peraturan perundang-undangan.
b. Menjamin kepastian hokum.
c. Memberikan perlindungan hokum.

Ketentuan penutup berisi penunjukkan organ atau
alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melak-
sanakan peraturan perundang-undangan; pengaruh
peraturan perundang-undangan yang baru terhadap per-
aturan perundang-undangan yang ada; rumusan perintah
pengundangan; penandatanganan pengesahan; pengun-

dangan dan akhir bagian penutup.

Bila dipandang perlu, dalam suatu undang-undang
dilengkapi pula dengan penjelasan terhadap undang-
undang tersebut, baik penjelasan yang bersifat umum
atau penjelasan yang bersifat khusus, misalnya penjelasan

pasal demi pasal.

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa

berlakunya:

1. ditentukan dalam undang-undang itu kapan ber-
akhirnya,

2. dicabut kembali oleh undang-undang yang baru,

3. bila terbit undang-undang baru yang memuat keten-
tuan yang bertentangan dengan undang-undang yang

lama, maka undang-undang yang lama secara otomatis
menjadi hapus kekuatannya.




(
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Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan
di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan
Keputusan Daerah, prosedurnya secara jelas diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004.

Kerja Individual

1. Bawalah satu contoh undang-undang, kemudian pelajari apakah sesuai dengan

teknik penyusunan perundang-undangan?

2. Kapan suatu undang-undang dinyatakan mulai berlaku?

 Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri!

* Jika tidak ditentukan dalam undang-undang itu kapan mulai berlakunya,
maka peraturan perundang-undangan itu akan mulai berlaku setelah 30
hari sesudah diundangkan!

3. Bilamanakah suatu undang-undang itu berakhir masa berlakunya?

~

_J

C.

MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NASIONAL

Peraturan  perundang-undangan yang  telah
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh
seluruh bangsa Indonesia.

Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya
patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada
peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan
mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum,
apabila dia.

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan
hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat
ataupun di negara Indonesia,

2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan
hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada
hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi
peraturan tentang pajak tersebut.

3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan
hukum
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4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai
aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan
peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi

patuh terhadap berbagai peraturan yang ada.
Orang menjadi patuh, karena :

1. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan
melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik
di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar
maupun yang berlaku secara nasional (Indoctrination).

2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap
hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk
melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksa-
naan aturan yang semula karena faktor paksaan lama
kelamaan menjadi suatu kebiasaan (habit), sehingga
tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan
yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau
kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya
(utiliy)

4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah
satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan

kelompok.

Masalah kepatuhan hukum merupkan atau
menyangkut pross internalisasi dari hukum terse-
but. Jadi ketaatan terdhadap berbagai peraturan
perundang-undangan, baik yang berlaku di rumah,
sekoplah, masyarakat sekitar maupun dalam ke-
hidupan berbangsa pada dasarnya berkisar pada
diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang

menentukan bagi sahnya hukum.

Masalah ketaatan dalam penegakan negara

hukum dalam arti material mengandung makna :
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1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-
ukuran tentang hukum baik atau hukum yang
buruk

2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap
kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan
oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan judikatif

3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-
hak asasi manusia

4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan
kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwu-
judnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan
yang wajar terhadap martabat manusia

5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka
yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki seti-

ap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-
badan eksekutif.

D. KASUS KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
DI INDONESIA

Dewasa ini kasus-kasus korupsi
yang terjadidinegara Indonesia semakin
menarik untuk dibicarakan. Korupsi
bukan hanya terjadi di lingkungan
pejabat eksekutif, tetapi terjadi juga di
lembagalegislatif dan yudikatif.

Korupsi merupakan penyakit
masyarakat yang sangat membaha-

yakan karena dapat mengancam kelan-

caran pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai
bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi
dan bentuk penyimbangan lainnya semakin meningkat.
Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus
terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi
penyimpangan keuangan negara atau perekonomian

Gambar 2

Antasari Azhar Ketua
KPK. Sumber : pewarta
online.blogspot.com
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negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak
pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan
sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
secara “melawan hukum” dari pengertian formil dam

materil.

Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan
hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup
perbuatan-perbuatan tercela yang menutut perasaan
keadilan masyarakat harus dituntut pidana. Tindak pidana
korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana
formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut
dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi, maka meskipun hasil korupsi
telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana
korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan

L

Gambar 3

Slogan hidup tanpa
korupsi. Sumber:
WWww.papuapos.com
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HIDUP TANPA KORUPSI
TAK AKAN MERUGI DI AKHIRAT NANT | tri atau suami, anak, dan harta benda setiap

\ tetap di pidana.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
menerapkan pembuktian terbalik yang bersi-
fat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

dan wajib memberikan keterangan tentang

seluruh harta bendanya dan harta benda is-

T

~=5 | orang atau korporasi yang diduga mempu-

L mmme 'I'I‘.ih:‘; nyai hubungan dengan perkara yang ber-

sangkutan, dan penuntut umum tetap berke-

wajiban membuktikan dakwaannya.

Selain itu undang-undang tindak pidana korupsi
juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat berperan serta untuk membantu upaya
pencegahan dam pemberantasan korupsi, dan terhadap
anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan
perlindungan hukum penghargaan.

Pengertian korupsi menurut pasal 2 (1) Undang-
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi adalah:Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
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lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

Selain itu dalam Pasal 3  dinyatakan,bahwasetiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 20 (duapuluh)
tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

Kerja Individual

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, silahkan kalian rumuskan

pengertian korupsi dengan bahasa sendiri beserta contohnyal

Dalam skala nasional tindakan-tindakan yang
dilakukanolehberbagaiprofesidapatdikatagorikankorupsi,
seperti:

1. Menyuap hakim adalah korupsi.

Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di
atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi
apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal
6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001. Maka untuk
menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk

korupsi harus memenuhi unsur-unsur :
a. Setiap orang,

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
c. Kepada hakim,

d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

o3 |l
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2. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan

dengan jabatan adalah korupsi.

Pasal 11 UUno.20tahun 2001 menyatakan, bahwa
Untuk menyimpulkan apakah seorang Pegawai Negeri
melakukan suatu perbuatan korupsi memenuhi unsur-

unsur :
a. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara,
b. Menerima hadiah atau janji,

c. Diketahuinya,

o

Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut di-
berikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya dan menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

. Menyuap advokat adalah korupsi.

Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di
atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi
apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pa-
sal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001 yang ber-
asal dari pasal 210 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam
pasal 1 ayat (1) hurufe UU no. 3 tahun 1971, dan pasal
6 UU no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi
yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no. 20 ta-
hun 2001, maka untuk menyimpulkan apakah suatu
perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-

unsur :
a. Setiap orang,
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu,

c. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadi-
lan,

d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan berhubung dengan
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk
diadili.
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E. MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN

INSTRUMEN (HUKUM DAN KELEMBAGAAN) ANTI
KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi adalah tidakan yang dilakukan oleh setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor-
porasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian
Negara.

Korupsi adalah tindakan yang di-
lakukan oleh setiap orang yang kewena-
ngan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara.

kq

Dengan membaca dan mencermati i AYb ;Q

kedua pengertian korupsi di atas, silah-

kan kalian rumuskan pengertian anti u ;- - \qz‘w
\

SATY BERANTAS KORUPSL

ANTI nanups:

—

korupsi!

Anti korupsi secara mudahnya
dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap
berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewena-
ngan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara.

Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap
atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui
terhadap berbagai upaya yang yang dilakukan oleh
seseorang atau korporasi untuk merugikana keuangan
negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat

pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi
melalui UU Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2002
dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain
itu ada Lembaga Swadaya Masyarakat yang sangat peduli
terhadap pemberantasan korupsi, seperti Masyarakat
Transpa-ransi Indonesia atau juga Lembaga Pemantau
Kekayaan Negara.

Gambar 4
Demonstrasi anti ko-
rupsi. Sumber:www/
/129.photobuchet.com
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Inkuiri Nilail |

Bagaimana
menurutmu tentang
orang-orang yang
melakukan korupsi?
Sanksi apakah yang
pantas dikenakan
padanya?
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Dalam penjelasan umum UU Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi dinyatakan, bahwa Tindak pidana korupsi di
Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkem-
bangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik
dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian
keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak
pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ling-
kupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan ma-
syarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang
tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja
terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga
pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umum-

nya.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum,
Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebi-
jakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana
korupsi.

Berbagai kebijakan telah tertuang dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, antara lain dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
Nepotisme; Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi
yang :

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara ne-
gara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
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c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan pengaturan dalam undang-undang ini,

Komisi Pemberantasan Korupsi :

a. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat
dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai
counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan
korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

b. Tidak monopoli tugas dan wewenang penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan

c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi
yang telah ada dalam pemberantasan korupsi

d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau
institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu
dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyeli-
dikan, penuidikan dan penuntutan (superbody) yang
sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejak-

saan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah se-
rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas
tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, super-
visi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (pasal 1 ayat 3).

Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi
menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPK
menurutu pasal 6 adalah :

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaku-

kan pemberantasan tindak pidana korupsi

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaku-

kan pemberantasan tindak pidana korupsi

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi
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d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak

pidana korupsi

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pem

rintahan Negara

e_

~

( Coba Amati
Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan, kalian diminta untuk mengamati,
menulsikan dan melaporkan serta mendiskusikan tentang:
1. Berbagai aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingku-ngan masyarakat
dan dalam kehidupan bernegara!
2. Berbagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di rumah, sekolah,
lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan bernegaral
3. Jenis sanksi yang diberlakukan terhadap berbagai pelanggaran terhadap
aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat dan dalam
kehidupan bernegaral
4. Proses pembuatan aturan yang berlaku di rumah, sekolah, lingkungan ma-
L syarakat dan dalam kehidupan bernegara!
Refleksi

Setelah kalian mencermati uraian di atas, renungkan kembali masalah-

masalah sbb :

1.

Bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di rumah, sekolah dan di masyarakat serta dalam kehidupan

bernegara?

. Apa komentar kalian tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerin-

tahan, lembaga perwakilan rakyat dan di lembaga peradilan?
Bagaimana pendapat kalian tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim
terhadap para koruptor di Indonesia?

il o8
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Rangkuman

Setiap orang mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.
Agar kepentingan antar orang tersebut tidak bentrok dengan kepentingan
orang lain, maka perlu dibuat aturan atau kaidah hidup. Kaidah hidup adalah
pedoman yang dijadikan dasar bagi setiap anggota masyarakat untuk melaku-
kan berbagai tindakan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kaidah hidup disebut de-
ngan istilah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan
ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contoh Peraturan perundang-
undangan tertulis adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan
Daerah.

Contoh Peraturan perundang-undangan tidak tertulis adalah Conven-
tion, hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di

masyarakat.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pe-

rundang-undangan.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas
keadilan dan sosiologis.

Salah satu penyakit masyarakat yang dewasa ini banyak mendapatkan
perhatian dan sorotan adalah korupsi. Korupsi saat ini bukan hanya terjadi di
lembaga eksekutif, tetapi sudah merambah ke lembaga yudikatif dan legislatif.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya terutama dengan menjatuhkan hu-
kuman yang berat, sehingga membuat orang yang akan melakukan tindakan
tersebut berpikir dua bahkan berkali-kali.
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Evaluasi

I.  Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di antara 4 alternatif

jawaban yang tersedia!

1. Salah satu ciri peraturan perun-
dang-undangan adalah ...
a. bersifat kongkrit
b. bersifat abstrak
c. mengikat orang-orang tertentu
d. bersifat tertulis

2. Peraturan perundang-undangan
yang dibuat harus berdasarkan
kondisi nyata di masyarakat. Hal
ini sesuai dengan asas ...

a. yuridis formal
b. filosofis

c. sosiologis

d. cultural

3. Bila telah dibentuk  suatu
peraturan perundang-undangan,
maka secara yuridis undang-
undang baru yang berlaku. Hal
ini dikenal dengan istilah ...

a. lex posteriori derogat
lex priori.
b. lex generalis de rogar
lex specialis
c. lex specialis dero gar
lex generalis
d. lex priori dero gat lex posteori

4. Sejak era reformasi, UUD 1945
telah diamandemen oleh MPR se-

banyak ...
a. 2 kali
c. 4 kali
b. 3 kali
d. 5 kali

Bl 100

Hukum pada hakikatnya adalah
untuk kumpulan peraturan yang
memuat ...

a. perintah dan larangan

b. perintah untuk melaksanakan
c. instruksi dasar tertulis

d. pasal-pasal dan ayat-ayat

Dalam pembuatan hukum meng-
anut prinsip ...

a. keadilan

b. pemerataan

C. persamaan

d. demokrasi

Norma hukum bersifat memaksa,

agar ...

a. masyarakat terasa takut
terhadap hukum

b. menjadi pedoman hidup
bermasyarakat dan bernegara

c. lembaga hukum memiliki
kewibawaan

d. dipatuhi oleh setiap anggota
masyarakat

Salah satu ciri yang memiliki kes-

adaran hukum adalah ...

a. bersikap dan berbuat secara
sadar sesuai dengan aturan
yang berlaku

b. memahami dan menghargai
adanya aturan-aturan dalam
masyarakat

c. mentaati dan menjalankan
perintah yang diberikan ke-
padanya
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d. mematuhi segala aturan c. setiap warga negara wajib taat
yangada karena sanksinya dan patuh pada hukum
berat d. setiap warga negara mendapat

Menurut asas negara hukum, s

semua warga negara yang mela- 10. Hak mengadakan perubahan

wan hukum harus ber-hada- terhadap suatu usul RUU yang
pan dengan hukum itu sendiri, diajukan oleh pemerintah kepada
sebab . .. DPR, disebut hak . ..

a. semua warga negara wajib a. hak budget

menjunjung hukum dan . hak inisiatif

b
pemerintahan c. hak bertanya
b. semua warga negara bersa- d. hak amandemen
maan kedudukannya dalam

hukum dan pemerintahan

Kerjakan semua soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!
Mengapa manusia dikatakan makhluk yang unik ?

Jelaskan persamaan dan perbedaan norma-norma yang ada dalam ma-

syarakat!

Sekalipundimasyarakattelahadadanberkembangnormakesusilaan,norma
adat, dan norma agama, tetapi manusia masih memerlukan norma hukum,

mengapa ?

Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar-
kan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004!

Lembaga manakah yang mempunyai wewenang membentuk undang-un-
dang? Sebutkan lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah
di Provinsi, Kabupaten dan Kota!
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lll. Berilah tanda V pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan

jawaban kalian!

SS : jika sangat setuju terhadap pernyataan
S : jika setuju terhadap pernyataan
R : jika ragu-ragu terhadap pernyataa

TS : jika tidak setuju terhadap pernyataan

STS : jika sangat tidak setuju terhadap pernyataan

NO PERNYATAAN Ss S R TS STS

1. | Menghentikan kendaraan, ketika
lampu merah menyala, sekalipun
tidak ada petugas lalu lintas.

2. | Tidak meludah di sembarang
tempat, sekalipun tidak ada tanda
larangan

3. | Datang ke sekolah tepat waktu,
sekalipun jam pertama bebas

4. [Membuang sampah pada
tempatnya, ketika ada guru atau
kepala sekolah

5. | Sholat tepat waktu, karena akan
diberi hadiah oleh ayah atau ibu

6. |Siswa yang nakal akan dipukul
guru

7. | Guru yang baik selalu
memperhatikan siswa

8. | Guru yang suka menghukum
siswa akan dihormati siswanya

10. [ Mendisiplinkan siswa tidak harus
dengan pukulan

11. | Memukul siswa dibolehkan asal
dalam batas tertentu
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PELAKSANAAN DEMOKRASI
DALAM BERBAGAI ASPEK
KEHIDUPAN

Sebagaimana negara-negara lain, negara kita Republik Indonesia adalah

negara demokrasi. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita
temui perilaku yang tidak demokratis, misalnya berupa tindakan sewenang-
wenang, tidak menghargai perbedaan, tidak mematuhi aturan atau kesepakatan

yang telah diputuskan.

Dalam wuraian bab ini kalian akan mempelajari berbagai hal
tentang demokrasi. Setelah pembelajaran ini kalian diharapkan memiliki
kemampuan untuk : menjelaskan hakikat demokrasi; menguraikan macam-
macam demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta menunjukkan sikap positif
terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Peta Konsep

Hakikat

Demokrasi

v

Kehidupan Yang Sikap Positif
Demokratis Terhadap Pelaks.anaan
Demokrasi
v V' N
Macam-macam
Demokrasi
- _J

Kata Kunci: Absolut; Demokrasi; Rule of Law; Sikap Positif.
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s

Bagaimana
pendapatmu tentang
kedaulatan tertinggi
ditangan rakyat

Bl 104

Pembelajaran ini sangat penting bagi kalian, agar ka-
lian mampu memahami dengan baik demokrasi serta pelak-
sanaannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saatnya
kelak, kalian akan mampu berpartisipasi dalam menciptakan
kehidupan demokrasi, sejalan dengan tujuan Pendidikan Ke-
warganegaraan.

A. HAKIKAT DEMOKRASI DAN MACAM-MACAM
DEMOKRASI

Kalian tentu sudah mengenal kata demokrasi, baik
melalui pembicaraan maupun pemberitaan berbagai me-
dia. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni
dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang be-
rarti memerintah. Abraham Lincoln mengatkan bahwa de-
mokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan
“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam sistem
pemerintahan demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi)
berada di tangan rakyat. Apakah hal itu berarti rakyat akan
melaksanakan kedaulatannya secara langsung? Tentu saja
tidak. Rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat,
sehingga dengan pengertian seperti itu, demokrasi yang di-
praktikkan disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi
tak langsung.

Pernahkah kalian mendengar ungkapan bahwa pe-
milihan umum adalah “pesta demokrasi”? Meskipun ka-
lian belum mempunyai hak pilih, akan tetapi kalian tentu
menyaksikan suasana kemeriahan ketika orang tuamu,
kakakmu, dan tetanggamu berbondong-bondong menuju
ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apa yang mereka
kerjakan? Mereka sedang menggunakan haknya sebagai
warga negara, yaitu hak pilih untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan
rakyat.

Tahukah kalian yang disebut lembaga perwakilan
rakyat di negara kita? Berdasarkan UUD 1945, lem-
baga perwakilan rakyat itu adalah Dewan Perwakilah
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR
dibentuk di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah

kabupaten/kota. Dengan demikian selain dikenal adanya
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DPR (tingkat pusat), juga dikenal adanya DPR Provinsi
dan DPR Kabupaten/Kota. Keberadaan anggota-anggota
DPR adalah sebagai wakil rakyat, terutama yang telah me-
milihnya. Berbeda dengan DPR, keberadaan DPD sebagai
lembaga perwakilan lebih mewakili kepentingan daerah,
yakni daerah provinsi. Pada dasarnya, kepentingan daerah
itu kepentingan rakyat juga, bukan? Perlu kalian ketahui,
keberadaan DPD baru dikenal setelah dilakukannya pe-
rubahan UUD 1945 pada era reformasi.

Para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga per-
wakilan rakyat itu mempunyai kewajiban untuk menyalur-
kan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan.
Para penyelenggara pemerintahan harus menjalankan
kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Dalam hubungan ini, DPR bertugas
mengawasi jalannya pemerintahan, dan pemerintah wajib
memperhatikan suara lembaga perwakilan rakyat itu.

Sejak kapankah munculnya pa-
ham demokrasi? Gagasan tentang de-
mokrasi sesungguhnya sudah mun-
cul sejak sekitar abad ke-5 SM, pada
masa Yunani Kuno. Pada waktu itu
demokrasi dilakukan secara langsung
(direct democracy). Negara-negara di Yu-

nani pada masa itu merupakan negara

kota (polis), khususnya di kota Athena.

Wilayahnya sempit dan jumlah pen-

duduknya juga masih sedikit. Rakyat dengan mudah dapat
dikumpulkan untuk bermusyawarah, guna mengambil
keputusan tentang kebijakan pemerintahan. Demokrasi
model Yunani itu tidak bertahan lama, hanya beberapa
ratus tahun. Penyebabnya adalah munculnya konflik
politik dan melemahnya kemampuan Dewan Kota dalam
memimpin polis. Puncaknya adalah ketika Romawi menyer-
bu Yunani dan kemudian menjajahnya, yang hal itu

menandai runtuhnya demokrasi di Yunani.

Sejak runtuhnya demokrasi, bangsa Eropa hidup
dalam sistem monarki absolut dalam kurun waktu yang
panjang. Kekuasaan yang demikian berlangsung di Eropa

Gambar 1
Pemilu 2004 di DKI
Jakarta. Sumber :
wwuw.citycrypt.wordp
ress.com
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hingga menjelang abad ke-19. Kekuasaan yang absolut
(mutlak) tersebut digunakan oleh raja untuk bertindak
sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan penderitaan
rakyat.

Setelah berabad-abad tenggelam, paham demokrasi
kembali muncul, sebagai reaksi penentangan terhadap
kekuasaan raja yang absolut tersebut. Pada abad ke-19
hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi
kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekua-
saan absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law
(kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang
berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua
orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk
pada hukum. Diberlakukannya ajaran ini guna meng-
hindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap
rakyat. Dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi.
Adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi :

1. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati
kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hu-

kum), sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.

2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga

negara.

3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang
Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi di-
pandang sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara
di dunia. Negara kita Republik Indonesia yang diproklama-
sikan hampir bersamaan dengan berakhirnya Perang Du-
nia II juga menyatakan diri sebagai negara demokrasi atau
negara yang berkedaulatan rakyat. Bacalah Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945, yang penggalan alinea keem-

patnya sebagaimana kutipan inil!

“... disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik In-
donesia yang berkedaulatan rakyat ...”

Pada konperensi International Commission of Jurists
(organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok ta-
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hun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara
dan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law
adalah adanya :

1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga

negara

2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak

memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan untuk menyatakan pendapat

Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi

o g kW

Pendidikan kewarganegaraan

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak
warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi
oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehaki-
man atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya
badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh
lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak
adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum

yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan

Inkuiri Nilai' &

Bagaimana
pendapatmu tentang
pelaksanaan
Pemerintah Daerah
khususnya di
lingkungan RT/ RW
tempat tinggalmu.

atau paksaan dari pihak manapun.

Kebebasan untuk menyatakan
pendapat adalah kebebasan warga
negara untuk menyatakan pendapat-
nya dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, baik secara lisan maupun

tulisan. Kebebasan  berorganisasi
adalah kebebasan warga negara un-
tuk menjadi anggota organisasi politik maupun organ-
isasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebe-
basan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta
melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemer-
intah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar
warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai
warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya

dalam kehidupan bernegara.

Keenam syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu
pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi terdapat

Gambar 2

Sidang Pengadilan,
yang menunjukkan
berlakunya supre-
masi hukum. Sum-
ber : www.mahkam
ahkonstitusi.go.id
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praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip

tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak dise-

but pemerintahan yang demokratis.

( Cari Informasi

kdan serahkan kepada gurumul!

Pada beberapa kali pemilihan umum sebelum 2004, disediakan tiga buah kotak untuk
mengumpulkan kartu suara pemilihan anggota-anggota DPR, DPR Daerah Provinsi,
dan DPR Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 ditambah satu
kotak lagi, sehingga menjadi empat kotak. Kotak keempat itu untuk mengumpulkan
kartu suara pemilihan anggota sebuah Dewan. Apakah nama Dewan itu? Apa tugas-
nya? Kerjakan secara individual! Tuliskan jawabanmu pada lembar kertas tersendiri

~

J

Gambar 3
Pemberian tinta

sebagai tanda telah
tkut pemilu. Sumber:
gerbang.jabar.go.id

. . . ™
* » )

Gambar 4

Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono seb-
agai presiden pilihan
rakyat Indonesia.
Sumber : http://
sukopramono.files.
wordpress.com/
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1.

Praktik demokrasi dapat dilihat se-

bagai gaya hidup serta tatanan masyarakat.
Dalam pengertian ini, suatu masyarakat
demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai
berikut.

Menyelesaikan perselisihan dengan da-
mai dan secara melembaga. Dalam alam
demokrasi, perbedaan pendapat dan
kepentingan dianggap sebagai hal yang
wajar. Perselisihan harus diselesaikan
dengan perundingan dan dialog, untuk
mencapai kompromi, konsensus, atau

mufakat.

Menjamin terselenggaranya perubahan
dalam masyarakat secara damai atau
tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat
menyesuaikan kebijaksanaannya terha-
dap perubahan-perubahan tersebut dan

mampu mengendalikannya.

Menyelenggarakan pergantian kepemim-
pinan secara teratur. Dalam masyarakat
demokratis, pergantian kepemimpinan
atas dasar keturunan, pengangangka-
tan diri sendiri, dan coup d’etat (perebu-
tan kekuasaan) dianggap sebagai cara-

cara yang tidak wajar.
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4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
Golongan minoritas yang biasanya akan terkena pak-
saan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempa-
tan untuk ikut merumuskan kebijakan.

5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneka-
ragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang
terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya ber-
bagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demiki-
an, keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka

persatuan bangsa dan negara.

6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat de-
mokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang
menjangkau seluruh anggota masyarakat.

Pemerintahan demokrasi sudah dikenal sejak masa
Yunani Kuno, kira-kira abad ke empat sebelum Masehi. Yu-
nani pada waktu itu merupakan sebuah negara kota (polis)
yang menyelenggarakan pemerintahannya melalui mus-
yawarah langsung seluruh warga kota. Setiap persoalan
dan kepentingan umum yang mereka hadapi dibicarakan
melalui musyawarah. Dalam musyawarah tersebut setiap
orang yang hadir dapat mengemukakan pendapat dan
aspirasinya. Model demokrasi ini disebut demokrasi lang-
sung atau demokrasi kuno. Perlu diketahui bahwa pada
waktu itu penduduk Yunani masih sedikit dan wilayahnya
sempit.

Pada masa kini, negara dengan

jumlah rakyatnya yang banyak serta

wilayah yang luas, tidak mungkin mene-
rapkan model demokrasi langsung. Pada
masa kini, semua negara demokrasi di
dunia menerapkan demokrasi tidak lang-
sung atau perwakilan. Caranya, rakyat
menyalurkan aspirasinya atas penye-

lenggaraan pemerintahan melalui wakil-

wakilnya yang duduk di lembaga-lemba-

ga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih
secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Model demokrasi ini disebut demokrasi perwakilan, yang
disebut juga sebagai demokrasi modern.

Gambar 5

Rapat Paripurna Is-
timewa DPRD Bekasi
Sumber : www.ger-
bang.jabar.go.id/
kota bekasi
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Coba Amati

Amatilah praktik-praktik demokrasi langsung di lingkungan tempat tinggalmu! Dalam
hal apa mereka bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama? Kemukakan
hasil pengamatanmu itu di depan kelas.

B. KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS DALAM

BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indone-
sia telah mencoba menerapkan bermacam-macam de-
mokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik
demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal,
sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat
individualistik.

Gambar 6

Unjuk rasa, sesuatu
yang biasa dalam
demokrasi. Sumber:

paiton34.info
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Pada tahun 1959-1966 diterap-
kan Demokrasi Terpimpin, yang dalam
praktiknya cenderung otoriter. Mulai
tahun 1966 hingga berakhirnya masa
Orde Baru pada tahun 1998 diterap-
kan Demokrasi Pancasila. Model ini
pun tidak mendorong tumbuhnya par-
tisipasi rakyat. Berbagai macam de-
mokrasi yang diterapkan di Indonesia itu

pada umumnya belum sejalan dengan

prinsip-prinsip demokrasi, karena ti-
dak tersedianya ruang yang cukup untuk mengeks-
presikan kebebasan warga negara.

Berdasar pengalaman sejarah, tidak sedikit penguasa
yang cenderung bertindak otoriter, diktaktor, membatasi
partisipasi rakyat dan lain-lain. Mengapa demikian? Ya,
sebab penguasa itu sering merasa terganggu kekusaannya
akibat partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Parti-
sipasi itu dapat berupa usul, saran, kritik, protes, unjuk
rasa atau penggunaan kebebasan menyatakan pendapat

lainnya.

Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998,
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebe-

basan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin




(

Mari Diskusi ™\
Adakah pengaruh reformasi terhadap pengembangan demokrasi? Diskusi-
kan dalam kelompokmu dan siapkan untuk presentasi! Jika ada kesulitan,
tanyakan pada gurumu!

_/

\_
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terbuka luas. Era reformasi sekaligus merupakan era de-
mokratisasi. Dalam suasana reformasi, tidak jarang peng-
gunaan kebebasan tersebut sering berbenturan dengan
kepentingan umum. Inilah yang perlu ditata lebih baik, se-
hingga penerapan kebebasan warga negara dan demokrasi
tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu
kepentingan umum. Bagaimanapun juga reformasi telah
membuka pintu kebebasan, yang hal ini sangat diperlukan
bagi rakyat dalam proses menemukan sistem demokrasi
yang lebih baik.

Pada awalnya, penerapan demokrasi lebih terfokus
pada bidang politik atau sistem pemerintahan. Wujud
penerapannya antara lain dengan penyelenggaraan pemili-
han umum, pergantian pemegang kekuasaan pemerintah-

an, kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain.

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi juga
diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yakni dalam
kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bi-
dang-bidang kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian,
demokrasi tidak hanya diterapkan dalam kehidupan ber-
negara, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan
yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk

kepentingan rakyat.

Bagaimana konsep demokrasi diterapkan dalam
bidang ekonomi? Apakah demokrasi ekonomi juga dite-
rapkan di Indonesia? Apakah UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional dalam bernegara juga memuat ketentuan
tentang demokrasi ekonomi? Coba perhatikan isi UUD
1945 pasal 33 berikut ini!

Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas asas kekeluargaan.
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Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi nega-
ra dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara.

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan un-

tuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.

Perlu kalian ketahui bahwa isi pasal 33 UUD 1945
sebelum diadakan perubahan hanya terdiri dari ayat (1),
(2), dan (3) tersebut. Meskipun tidak dinyatakan secara
eksplisit, namun isi ayat-ayat tersebut mengisyaratkan
berlakunya demokrasi ekonomi. Hal itu tercermin pada
kata-kata: wusaha bersama, bersifat kekeluargaan, dan
untuk kemakmuran rakyat. Setelah dilakukan perubahan
terhadap UUD 1945, muncullah pasal 33 ayat (4) tersebut.
Perubahan itu semakin menguatkan berlakunya demokrasi

ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia.

Apa makna demokrasi ekonomi? Untuk memahami
hal tersebut, perlu kalian pahami lagi makna demokrasi.
Makna demokrasi yang sangat mendasar adalah partisi-
pasi atau keikutsertaan seluruh rakyat atau warga dalam
menentukan kehidupan bersama. Posisi rakyat atau warga
bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam
kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah tercipta-
nya kesejahteraan seluruh rakyat atau warga. Demikian
pula halnya dalam bidang ekonomi. Persoalannya adalah
bagaimana agar rakyat atau warga ikut serta dalam ke-
giatan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun dis-
tribusi. Keikutsertaan rakyat dalam proses produksi bukan
semata-mata sebagai alat produksi atau buruh yang beker-
ja pada majikan dengan upah yang rendah. Mereka harus
ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh
dari hasil produksi itu dengan memperoleh jaminan hidup
yang layak. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan

rakyat.
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Salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat
demokratis adalah koperasi. Sejalan dengan semangat de-
mokrasi, koperasi terkenal dengan semboyannya “dari ang-
gota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Coba bandingkan
dengan pernyataan Abraham Lincoln tentang demokrasi
yang telah dikutip sebelumnya! Dalam koperasi, pemegang
kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota
berwenang meminta keterangan dan pertanggungjawaban
pengurus maupun pengawas dalam menjalankan tugas-
nya. Rapat anggota itu diselenggarakan sekurang-kurang-

nya sekali dalam satu tahun.

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Koperasi dinyatakan tentang prinsip-prinsip ko-
perasi sebagai berikut.

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil se-

banding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
4. pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

5. kemandirian

¢ Mari Diskusi ™)

Adakah koperasi di lingkungan tempat tinggalmu masing-masing? Jika ada,
apa bentuk usahanya dan bagaimana perkembangannya? Jika tidak ada, apa
penyebabnya? Kerjakan secara individual dan kumpulkan hasilnyal!

\_ _J

Sekarang bagaimana konsep demokrasi diterapkan
dalam bidang pendidikan? Sistem pendidikan nasional kita
dari dulu hingga sekarang sebenarnya memiliki visi atau
pandangan yang demokratis. Coba perhatikan isi Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional berkut ini!

1. Pasal 3 menyatakan : “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rang-

ka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

113 [N



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII

Bl114

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi ma-
nusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kre-
atif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokra-

tis serta bertanggung jawab”.

. Pasal 4 ayat (1) menyatakan : "Pendidikan diselenggara-

kan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak dis-
kriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manu-
sia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan

bangsa”.

. Pasal 5 menyatakan tentang jaminan hak untuk mem-

peroleh pendidikan bagi semua warga negara, tanpa
kecuali. Perhatikan isi pasal 5 ayat (1) hingga ayat (5)
berikut ini!

Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Ayat (2) : Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak

memperoleh pendidikan khusus.

Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbe-
lakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.

Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecer-
dasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidi-

kan khusus.

Ayat (5) : Setiap warga negara berhak mendapat kesem-

patan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

. Pasal 8 menyatakan: “Masyarakat berhak berperan ser-

ta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi program pendidikan”.

. Pasal 54 ayat (1) menyatakan : “Peran serta masyarakat

dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.
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6. Pasal 55 ayat (1) menyatakan : “Masyarakat berhak
menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat
pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan
kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk

kepentingan masyarakat”.

C. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN
DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua kit I\lliwl\a?i

bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Di an-
Diskusikan dengan

kelompokmu
perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian tentang manfaat

tara bangsa-bangsa itu perbedaannya terletak pada tingkat

maju dalam berdemokrasi dan ada yang masih dalam per- hidup berdemokrasi.
(Ingat syarat-syarat
demokrasi yang
sosial-budaya yang berpengaruh terhadap corak demokra-  hqrus dipenuhi).

tumbuhan. Di samping itu ada perbedaan latar belakang

si di masing-masing negara.

Bangsa Indonesia tentu menginginkan perkemban-
gan demokrasi yang semakin baik di negaranya. Oleh
karena itu kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap
pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan per-
buatan yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau
syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemu-
kakan. Demokrasi dengan segala cirinya itu perlu diwujud-
kan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun.
Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa mau-
pun rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis.

Bagi penguasa, kekuasan yang dimiliki harus di-
jalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Penguasa harus menunjukkan kemauan politik (political
will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijakannya
dengan demokrasi. Selain itu, sikap dan tingkah lakunya

harus mencerminkan sosok pribadi seorang demokrat.

Bagi rakyat biasa, mereka harus menyadari berbagai
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melak-
sanakannya dengan baik. Rakyat harus mampu memilih
pemimpin secara cerdas, berani menyatakan pendapat,

serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun
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demikian, rakyat juga harus mematuhi hukum, menghor-
mati pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum

dan lain-lain.

Bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam ma-
syarakat kita? Meskipun konsep demokrasi banyak dipan-
dang berasal dari negara-negara Barat/Eropa, akan tetapi
sesungguhnya budaya demokrasi sudah lama dipraktikkan
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi kehidu-
pan bangsa Indonesia di berbagai daerah dikenal adanya
kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Kaum. Tiap-
tiap daerah menggunakan istilah tertentu yang maksud-
nya hampir sama dengan istilah kaum tersebut. Misalnya,
masyarakat Bugis menggunakan istilah Anang dan ma-
syarakat Batak menggunakan istilah Marga. Warga kaum
adalah warga merdeka dan masing-masing mempunyai
kewajiban untuk saling menghormati dan melindungi ke-
merdekaan warga yang lain. Mereka mempunyai hak dan

kewajiban yang sama.

Dalam tradisi masyarakat di Indonesia sangat dikenal
adanya kebiasaan bermusyawarah. Dalam musyawarah,
warga kelompok masyarakat itu membicarakan segala
persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, mis-
alnya persoalan kesejahteraan warga, irigasi, keamanan
kampung, dan lain-lain. Tidak jarang keputusan musy-
awarah itu dilakukan dengan mufakat bulat, artinya
disetujui oleh seluruh warga. Di kalangan masyarakat
Jawa, musyawarah itu biasa dilakukan di Balai Desa. Se-
mentara itu di kalangan masyarakat Minangkabau dikenal
adanya Rumah Gadang, sebagai sarana musyawarah. Un-
tuk melaksanakan keputusan musyawarah itu biasanya
juga dikerjakan secara bersama-sama, yang dikenal de-
ngan istilah gotong-royong. Tradisi demokrasi dalam
bentuk pengambilan keputusan bersama, bahkan melak-
sanakan keputusan secara bersama itu, hingga kini masih
berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia, teru-
tama di daerah pedesaan.

Betapapun sederhananya corak demokrasi yang
telah diuraikan, akan tetapi hal itu tetap memiliki nilai
yang berharga dalam proses perkembangan demokrasi di
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Aspek Kehidupan

Indonesia. Dalam perkembangannya setelah mengalami
kemerdekaan, bangsa Indonesia mampu menyesuaikan
diri dengan sistem demokrasi modern. Lembaga-lembaga
perwakilan rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Di desa-desa pun kini diben-
tuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsi
serta peranannya mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Itu semua merupakan bagian dari perkembang-

an budaya demokrasi di Indonesia.

Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi se-
bagai suatu kebiasaan hidup sehari-hari. Kalian juga har-
us terus belajar berdemokrasi dengan membiasakan hidup
secara demokratis. Ada beberapa contoh sederhana yang
dapat diunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
lingkungan keluarga, kalian harus membiasakan diri un-
tuk menghormati pendapat anggota keluarga yang lain.
Dalam lingkungan sekolah, kalian tidak boleh memak-
sakan kehendak pada teman kalian, serta mematuhi tata
tertib sekolah. Dalam suatu pertandingan olah raga misal-
nya, seluruh peserta harus mematuhi aturan permainan
(rule of the game), tunduk pada putusan juri, sportif, berse-
dia menerima kekalahan dan lain-lain. Meskipun tampak
sederhana, justru dalam kehidupan bermasyarakat itulah
kalian perlu membiasakan hidup secara demokratis. Pem-
budayaan demokrasi perlu menjadi agenda penting bagi
bangsa Indonesia, demi terwujudnya kesadaran berde-

mokrasi di kalangan masyarakat.

Coba kalian diskusikan, mengapa pada masa kolonial maupun feodal tidak
berkembang kehidupan yang demokratis! Rumuskan kesimpulannya dan se-
rahkan hasilnya pada guru kalian!

~

_J
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Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan evaluasi
diri.
1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan
pada bagian awal uraian bab ini?
2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami?
3. Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembela-
jaran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu kepada guru kalian.

Rangkuman

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Menurut teori demokrasi, kedaulatan
(kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat
akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, yang duduk di lembaga-lembaga
perwakilan rakyat. Para wakil rakyat itu mempunyai kewajiban untuk
menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan
demikian, pemerintahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aspirasi
rakyat.

Dalam penerapannya dikenal bermacam-macam sistem demokrasi. Dili-
hat dari cara penyaluran aspirasinya dikenal adanya demokrasi langsung dan
demokrasi perwakilan. Dilihat dari penekanannya pada kepentingan individu
ataukah kepentingan kelompok dikenal adanya demokrasi liberalis dan de-
mokrasi sosialis. Dilihat dari penekanannya pada distribusi kekuasaan atau
penghindaran kekuasaan mutlak dikenal adanya demokrasi dengan sistem
pemisahan kekuasaan. Dilihat dari penekanan pertanggungjawaban peme-
rintahan kepada wakil-wakil rakyat dikenal adanya demokrasi dengan sistem
parlementer.

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi tidak hanya diterapkan
dalam bidang politik, melainkan juga diterapkan dalam berbagai bidang
kehidupan. Konsep demokrasi juga diterapkan dalam kehidupan ekonomi,
pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya.
Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang intinya melibatkan
partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.
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Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di dunia, tak
terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita wajib menunjukkan sikap
positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan
dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi. Demokrasi
perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun.
Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa,

harus membiasakan hidup demokratis

Evaluasi

I. Pilihlah jawaban yang tepat di antara pilihan jawaban yang tersedia

berikut ini!

1. Demokrasi yang dilaksanakan di d. tidak adanya kepentingan
Athena pada masa Yunani Kuno pribadi
adalah praktik demokrasi ... 4. Unsur rule of law antara lain
a. liberal adalah ...

b. langsung a. berlakunya teori kedaulatan

c. perwakilan

hukum

o5 g Rl b. hak-hak asasi manusia dilin-
2. Istilah polis pada sistem demokra- dungi oleh UUD

si pada masa Yunani Kuno diarti- c. kesejahteraan rakyat mem-

kan sebagai ... peroleh jaminan hukum

a. negara kota d. hukum adalah satu-satunya

b. negara desa norma yang berlaku

c. kekuasaan polisi 5. Dalam negara demokrasi berlaku

d. kekuasaan rakyat supremasi hukum, yang ber-

3. Keputusan politik pada sistem arti ...

demokrasi Yunani Kuno dapat a. ketentuan hukum tidak dapat

ditetapkan secara bersama-sama diganggu gugat

oleh rakyat, sebab ... b. keadilan hanya dapat diper-

a. rakyatnya mudah diatur oleh melalui hukum

b. jumlah rakyatnya masih c. semua orang tunduk pada hu-
sedikit kum yang berlaku

c. tidak adanya kelompok- d. Mahkamah Agung adalah lem-
kelompok baga tertinggi negara

119 [N



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII

6. Adanya kelompok oposisi biasa
ditemukan dalam negara demo-

krasi, yang peranannya ada-

lah ...

a. memperjuangkan keadilan
bagi rakyat

b. meluruskan kebijakan peme-
rintah yang salah

c. menyuarakan ketidakpuasan
rakyat kepada pemerintah

d. melakukan kontrol atau kritik
terhadap kebijakan pemerin-
tah

7. Sebelum disahkan, pembahasan
rancangan undang-undang di-
lakukan dalam sidang-sidang ...
a. DPR
b. MPR
c. Kabinet
d. Mahkamah Agung

8. Penyelesaian perselisihan secara
damai melalui dialog biasa di-
lakukan dalam masyarakat de-
mokratis, guna mencapai hal-hal
sebagai berikut, kecuali ...

a. mufakat

b. kesatuan
c. kompromi
d. konsensus
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9.

10.

Dalam masyarakat demokratis,

pergantian kekuasaan secara

teratur dilakukan melalui pro-

Ses ...

a. penunjukan oleh pendahulu-
nya

b. pengangkatan berdasar ketu-
runan

c. pemilihan umum yang ber-
langsung secara bebas

d. musyawarah para pemimpin

kelompok-kelompok

Dalam sistem kabinet parlemen-
ter, pemerintah dalam menjalan-
kan pemerintahannya bertang-
gung jawab kepada ...

a. DPR

b. Presiden

c. Perdana Menteri

d. Ketua Parlemen
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Jawablah soal-soal berikut ini dengan jawaban yang singkat dan jelas!

Jelaskan pentingnya sistem pemisahan kekuasaan dalam negara de-
mokrasi, sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu dalam teori Trias
Politica.

Jelaskan bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di

Indonesia!l

Berikan uraian tentang posisi buruh atau pekerja dalam sistem pereko-

nomian yang demokratis!

Berikan penjelasan bahwa pendidikan yang diskriminatif itu bertenta-

ngan dengan semangat demokrasi!

Tunjukkan bahwa praktik-praktik demokrasi sesungguhnya telah ber-

langsung lama dalam kehidupan masyarakat desa di Indonesia!

Analisis Kasus

Reformasi telah menghasilkan perkembangan demokrasi yang sa-
ngat berarti, antar lain dengan adanya pemilihan Presiden/Wakil Pre-
siden serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Beri-
kan analisis kalian tentang keunggulan dan kelemahan dari pelaksanaan

pemilihan umum tersebut .

Kumpulkan hasilnya kepada guru kalian.
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KEDAULATAN RAKYAT DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Apakah kalian pernah ditanya oleh orang tuamu akan suatu keinginan
tertentu? Siapa yang paling menentukan keinginanmu itu? Kalian pasti akan
menyatakan, bahwa kalianlah yang mestinya paling menentukan akan apa yang
kalian inginkan. Pemahaman semacam itu disebut dengan kekuasaan tertinggi

atau dinamakan kedaulatan.

Kehidupan negara pada prinsipnya sama dengan kehidupan keluarga.
Kedaulatan rakyat memberi gambaran, bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan
tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara.
Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut
akan terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sistem pemerintahan
Indonesia akan tergambarkan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan

rakyat.

Peta Konsep

— )
e a
_,| Pengertian Kedaulatan | _
§ Rakyat | p =
r N Peran Lembaga
Peran Lembaga Negara Negara se-
Iidggﬁfgréils;l;] sebagai Pelaksana Ke- bagai Pelaksa-
y Pemerintahan »| daulatan Rakyat dalam » na Kedaulatan
eI g ana Sistem Pemerintahan Rakyat dalam
ndonesia { Indonesia ) Sistem Peme-
rintahan
i Sikap Positif terhadap \ Indonesia
| ,| Kedaulatan Rakyat | | ° g

dalam Sistem Pemerin-
tahan Indonesia

\_ _J

l Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Sistem Pemerintahan '
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Amati )
Perhatikan Gambar 1 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan
gambar tersebut? Aktivitas apa saja yang dapat diamati dari para pelaku dalam
gambar tersebut? Mengapa mereka melakukan aktivitas itu? Apa hubungan
aktivitas para pelaku dalam gambar dengan kedudukan pelaku sebagai rakyat? Apa
hubungan aktivitas para pelaku dengan pengertian kedaulatan rakyat?

J

Dengan demikian setelah membaca dan mengerjakan
tugas, latihan, dan evaluasi yang terdapat dalam bab ini
kalian diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku
kewarganegaraan untuk menjelaskan pengertian kedaulatan
rakyat, membedakan peran lembaga-lembaga negara
pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di
Indonesia, dan membangun sikap positif terhadap pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

A. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

Gambar 1
Warga masyarakat tetap melakukan pemilihan umum walaupun terendam air laut pasang di

Setelah kalian mengamati
Gambar 1 dan menjawab be-
berapa pertanyaan di atas. Coba
bandingkan pemahamanmu ten-
tang kedaulatan rakyat dengan
penjelasan di bawah ini.

Sebelum membahas ten-
tang kedaulatan rakyat, perlu
dijelaskan terlebih dahulu sia-
pakah rakyat itu? Rakyat adalah
orang yang tunduk pada suatu
pemerintah  negara. Dalam
negara ada yang memerintah
dan ada yang diperintah, yang
memerintah negara disebut

Tempat Pemungutan Suara Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Kaliman-
tan Selatan. Sumber: Kompas, 06 Juli 2004.
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Pemerintahan Indonesia

pemerintah dan yang diperintah oleh negara disebut rak-
yat. Oleh karena itu, keberadaan suatu negara sangat di-

tentukan oleh dukungan rakyat.

Istilah rakyat berbeda dengan istilah warga negara,
penduduk, bangsa, dan masyarakat. Warga negara ialah
orang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu
negara. Adapun pengertian penduduk ialah orang yang
bertempat tinggal pada wilayah suatu negara. Penduduk
dibedakan antara warga negara dan warga negara asing.
Pengertian bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki
perasaan senasib akan keberadaan suatu negara. Sedang-
kan pengertian masyarakat ialah sekelompok orang yang
tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan terikat pada

nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama.

Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat de-
ngan pengertian perjanjian masyarakat dalam pembentu-
kan asal mula negara. Negara terbentuk karena adanya
perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat disebut juga
dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah
mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes,

John Locke, dan Jean Jaques Rousseau.

Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang
terbaik dalam masyarakat ialah yang dianggap baik oleh
semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian ke-
daulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi
untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya de-
ngan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, ke-
daulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Kedaulatan rakyat berarti juga, pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari
rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara
pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan mem-
peroleh dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat
mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada
diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik

melalui demokrasi langsung maupun demokrasi per-
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wakilan. Gambar 1 menunjukkan keterlibatan rakyat

membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan ke-

daulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan

f PROGRAMPEMERINTAHAN \
PROVINSI
UNTUK
PEMILU: PEMILITHAN
ANGGOTADP
OLEH
PILKADA:PEMILIHAN
GUBERNUR
DARI
PERDA: DPRD
\_ y
Gambar 2

Demokrasi sebagai
pemerintahan dari,
oleh, dan untuk
rakyat.

untuk rakyat artinya pemerintahan
yang dilaksanakan sesuai dengan
kehendak rakyat. Contoh lain ten-
tang pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat juga terli-
hat dalam Gambar 2.

ke-
daulatan rakyat dapat dilakukan

Pelaksanaan prinsip
melalui demokrasi langsung maupun

demokrasi perwakilan. Demokrasi

rakyat

ngambil bagian secara pribadi dalam

langsung Dbercirikan me-
tindakan-tindakan dan pemberian
suara untuk membahas dan menge-
sahkan undang-undang. Sedangkan

demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya se-
bagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat un-

tuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

/\ Coba Amati

berikut.

diskusi kelas

Setelah memperhatikan uraian di atas, carilah secara berkelompok, hal-hal sebagai

1. Adakah istilah rakyat dalam UUD 1945? Tunjukkan alinea dan pasal dalam UUD
1945 yang menyebutkan istilah rakyat!

2. Tunjukkan alinea dan pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan istilah warga
negara, penduduk, bangsa, dan masyarakat!

Hasil kerja kelompok dituliskan dalam lembar kerja siswa dan disampaikan dalam

~

_J

/. Bermain Peran

Jelaskan peran masing-masing

_

Coba kalian praktikkan demokrasi langsung di kelasmu untuk memilih ketua kelas!
Amati dan catatlah hal-hal di bawah ini dalam lembar kerja siswa.

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk memilih ketua kelas?
2. Siapa saja yang berperan dalam pemilihan ketua kelas?

~
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PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA
KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA

Coba Amati ™

Perhatikan Gambar 3 di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan berkaitan dengan gambar
tersebut? Aktivitas apa saja yang dapat diamati dari para pelaku dalam gambar
tersebut? Mengapa mereka melakukan aktivitas itu? Apa hubungan aktivitas para
pelaku dengan konsep kedaulatan rakyat? Siapa yang memegang kedaulatan rakyat
menurut gambar tersebut? Apakah pemegang kedaulatan rakyat hanya pelaku yang
tertera dalam gambar? Lalu siapa saja pemegang kedaulatan rakyat itu?

Apa yang digambarkan
dalam Gambar 3 barulah seba-

-

gian kecil dari aktivitas peme-
gang kedaulatan rakyat dalam
sistem pemerintahan Indone-

sia.

Sebelum menjelaskan
pemegang kedaulatan dalam
sistem pemerintahan Indone-
sia, akan dijelaskan dahulu
apa itu sistem pemerintahan
dan apa itu sistem pemerin-

tahan Indonesia. Sistem be-

rarti suatu kesatuan yang ter-
Gambar 3

diri atas berbagai unsur yang S Sid
uasana swaang

saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun Majelis Permus-

pemerintahan adalah mereka yang memerintah dalam yawaratan Rakyat
(MPR). Sumber: Kom-

suatu negara. Jadi sistem pemerintahan adalah suatu ke-
pas, 2004.

satuan yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah
dalam suatu negara yang saling melengkapi untuk men-
capai tujuan negara yang bersangkutan. Dengan demikian
sistem pemerintahan Indonesia adalah suatu kesatuan
yang terdiri atas berbagai unsur yang memerintah dalam
negara Indonesia yang saling melengkapi untuk mencapai

tujuan negara Indonesia.

Lalu siapakah pemegang kedaulatan rakyat dalam
sistem pemerintahan Indonesia? Ikutilah penjelasan beri-

kut ini!
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UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2)
menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan
ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan
dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan ke-

daulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut
UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang
berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai
representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara
menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung
(MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut
Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem peme-
rintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan
Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada
kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-
Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan kedaulatan
rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan
lebih lanjut di bawah ini.

UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara lang-
sung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya.
Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam
UUD 1945 ditentukan dalam hal:

a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang
terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih me-
lalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).

b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum
(Pasal 19 (1)).

c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).

d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pa-

sangan secara langsung (Pasal 6 A (1)).
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Coba kalian perha-
tikan Gambar 4. Gambar
tersebut menunjukkan
gambar calon anggota DPD.
Untuk mengenal siapa
calon anggota DPD, rakyat
dapat memperhatikan ber-
bagai poster yang meng-
enalkan foto-foto calon
anggota DPD tersebut.
Anggota DPD dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan %

umum. Dengan demikian,

rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan
yang dimilikinya. Dalam pemilihan umum itu, kekuasaan
rakyat tidak dilimpahkan kepada siapapun termasuk ke-
pada lembaga negara. Dalam contoh ini, rakyat memilih

sendiri anggota DPD yang menjadi pilihannya.

(LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN "\
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
Presiden| || ppp H MPR [ DPD MA | MR T
E2 baor-tadn i KY
yang fungzamya
berkatandeng
kmkuazaan
ke=hakiman
Pemaki_an_ Pememﬂah?n_naerah Linglw
B et L] Perag'lgllan ni.lgr::nn

Lingkungan
Peradilan Agama

Lingkungan
Peradilan Militer

Pemerintahan Daszh
Kabupaten/kota Lingkungan
T Peradilan TUN
“mﬁ DPRD
DAERAH

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945
adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presi-
den, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah

Gambar 4

Caleg — Dua orang
bapak sedang me-
ngamati gambar
para peserta pemilu

perseorangan (DPD)
2004 Propinsi DKI
Jakarta. Sumber:
Kompas, 25 Januari
2004.

Gambar 5
Hubungan antar lem-
baga-lembaga negara
dalam Sistem Pemer-
intahan Indonesia
menurut UUD 1945
Sumber: Sekretariat
MPR, 2006.
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Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi
Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan
kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945
inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dengan kata
lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan
yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan
antar lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerin-
tahan Indonesia menurut UUD 1945 dapat dilihat dalam
Gambar 5 .

Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara
pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter-
diri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD
diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan keten-
tuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti,
bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan
anggota DPR dan anggota DPD (juga diatur dalam Pasal 2
UU No. 22 Tahun 2003). Keanggotaan MPR diresmikan de-
ngan Keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2003).
Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 17 (1) UU
No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR berdasarkan
Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan sebanyak 560
orang. Sedangkan jumlah anggota DPD ditentukan, bahwa
anggota DPD dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak 4
orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/
3 jumlah anggota DPR.

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan
kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi
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sebagai lembaga tertinggi negara. Tugas dan wewenang
MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR (1) ber-
wenang mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (3) hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD. Tugas dan wewenang
MPR tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun
2003, bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang se-
bagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan UUD;

b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ha-
sil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;

c. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahka-
mah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/
atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah
Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan
untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna
MPR;

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-
siden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa ja-
batannya;

e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil
Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya
dalam waktu enam puluh hari.

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya,
dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-
nya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya
selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

g. menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, ang-
gota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut (Pasal
12 UU No. 22 Tahun 2003):
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a.

b.

mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;

menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan
keputusan;

memilih dan dipilih;
membela diri;

imunitas;

protokoler; dan

keuangan dan administratif.

Di samping itu, anggota MPR mempunyai kewajiban

sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003):

a. mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 dan pe-
raturan perundang-undangan;

c. menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan
nasional;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan; dan

e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil
daerah.

Presiden

Bagaimana seseorang dapat menjadi Presiden dan

Wakil Presiden di Indonesia? UUD 1945 mengatur, bahwa
calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a.

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehen-
daknya sendiri (Pasal 6 (1) UUD 1945);

tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD
1945);

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-
siden (Pasal 6 (1) UUD 1945);

dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rak-
yat (Pasal 6 A (1) UUD 1945);
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diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli-
tik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe-
milihan umum (Pasal 6 A (2) UUD 1945).

Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal
6 (2) UUD 1945). Dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di-

nyatakan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden

harus memenuhi syarat:

a.

b.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak
pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehen-

daknya sendiri;
tidak pernah mengkhianati negara;

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-

siden;
bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang
berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara

negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putu-
san pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu-
kum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
terdaftar sebagai pemilih;

memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah
melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun
terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
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Gambar 6

Presiden Susila Bam-
bang Yudhoyono se-
dang menyampaikan
pidoto di depan ang-
gota DPR. Sumber:
wwuw.presidensby.
Info

m. memiliki daftar riwayat hidup;

n.

Gambar 7

Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Sumber:
wwuw.presidensby.
Info
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belum pernah menjabat sebagai Presiden dan
Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan

dalam jabatan yang sama;

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,
UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;

tidak pernah dihukum penjara karena melaku-
kan tindak pidana makar berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau

yang sederajat;

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia, termasuk organisasi mas-
sanya, atau bukan orang yang terlibat langsung
dalam G 30 S/PKI;

t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara ber-
dasarkan putusan pengadilan yang mem-
punyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih.

Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
(Pasal 7 UUD 1945).

Lalu, apakah Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya?



1.

2.
3.
4
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Sebelum melanjutkan pembahasan di bawah ini, coba jawablah beberapa pertanyaan
berikut ini secara berkelompok.

Di mana Presiden dan Wakil Presiden melalukan sumpah atau janji sebelum

memangku jabatannya?

Kapan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya?
Bagaimana prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden?

Siapakah yang menjalankan tugas Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berhenti dari jabatannya?

Gunakan UUD 1945 untuk menjawab hal-hal tersebut di atas. Laporkan hasil kerja
kelompokmu tersebut dalam diskusi kelas.

~

_J

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UUD, yang dalam melakukan ke-

wajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Pre-

siden (Pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan Presiden yang diatur
dalam UUD 1945 adalah:

a.

mengajukan rancangan undang-undang dan memba-
hasnya bersama DPR (Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (2) UUD
1945);

menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2) UUD
1945);

memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Da-
rat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD
1945);

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjan-
jlan dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal
11 (1) UUD 1945);

menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);

mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan
memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD
1945);

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan MA (Pasal 14 (1) UUD 1945);

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945);

memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehor-
matan (Pasal 15 UUD 1945);
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j- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pre-
siden (Pasal 16 UUD 1945);

k. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
negara (Pasal 17 (2) UUD 1945);

l. mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 (2) UUD
1945).

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal
19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR
diatur melalui undang-undang (Pasal 19 (2) UUD 1945).
Dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilian Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota
DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai
politik peserta pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU
No. 10 Tahun 2008).

Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD
1945, bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi angga-
ran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPR antara
lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang ber-
sama Presiden. Fungsi anggaran DPR berupa penetapan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan
Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meli-
puti pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan
pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Gambar 8

.') ‘G 4

Fan Suasana Sidang DPR keti-

: flfv,' “1
.6,- 3 A

ka mendengarkan Pidato
Kenegaraan Presiden
Republik Indonesia.
Sumber: www.dpr.go.id
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Dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti di atas,
anggota DPR dilengkapi dengan beberapa hak, seperti hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
(Pasal 20A (2) UUD 1945). Di samping itu, anggota DPR
juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyam-
paikan usul dan pendapat, hak imunitas (Pasal 20A (3)
UUD 1945).

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lem-

Gambar 9
baga negara yang bebas dan Lambang BPK
mandiri dengan tugas khusus Sumber:

untuk memeriksa pengelolaan www.bpk.go.id

dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 23 E (1) UUD
1945). Kedudukan BPK yang
bebas dan mandiri, berarti

terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan pemerintah, kare-

na jika tunduk kepada peme-

rintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya
dengan baik. Namun demikian, BPK bukanlah badan yang
berdiri di atas pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang me-
minta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang,
badan/instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang

tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pembentukan BPK pada hakikatnya memperkuat
pelaksanaan pemerintahan yang demokratik, sebab pe-
ngaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang
dilakukan DPR belum cukup. BPK dalam hal ini mengawa-
si apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang
dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan
semula dan apakah sudah dilaksanakan dengan tertib.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan
DPRD sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23 E (2) UUD
1945).
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5. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang
kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Kons-
titusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawa-
hi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Pera-
dilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD
1945). Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas-

nya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pe-

Gambar 10
Lambang Mahka-
mah Agung. Sum-

ber: www.mah-
kamahagung.go.id
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ngaruh-pengaruh lembaga lainnya. Sebagai lembaga
judikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan per-
mohonan kasasi (tingkat banding terakhir), memeriksa dan
memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, dan
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk
menguji peraturan perundang-undangan di bawah un-
dang-undang terhadap undang-undang serta mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sebagai
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Lembaga yang melaksanakan pera-
dilan umum tersebut adalah Pengadilan Negeri, Pengadi-
lan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Kedudukan peradilan
umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi pada umumnya. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan
tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan
tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung. Pe-
ngadilan Negeri berkedudukan di Kota atau Kabupaten yang
daerah hukumnya meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.
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6. Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 menyebutkan
adanya Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk (1) mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir
untuk menguji undang-undang
terhadap UUD, (2) memutus seng-
keta kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan

oleh UUD, (3) memutus pembuba-

. .y Gambar 11
ran partai politik, dan (4) memutus STl Eolii
perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)), mahkamah Konstitusi

serta (5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR Sumber:
www.mahkamah

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau T
konstitusi.go.id

Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24 C (2) UUD 1945).

Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan ha-
kim konstitusi, di mana tiga anggota diajukan oleh MA, tiga
anggota diajukan oleh DPR, dan tiga anggota diajukan oleh
Presiden (Pasal 24 C (3) UUD 1945). Hakim konstitusi ha-
rus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata-
negaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
(Pasal 24 C (5) UUD 1945). Di samping itu, Pasal 16 UU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mene-
rangkan, bahwa calon hakim konstitusi harus memenuhi

syarat:
a. warga negara Indonesia;
b. berpendidikan sarjana hukum;

c. berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pe-

ngangkatan;

d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman
lima tahun atau lebih;

e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum

sekurang-kurangnya 10 tahun;
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g. membuat surat pernyataan tentang kesediaannya un-

tuk menjadi hakim konstitusi.

7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggota-

an MPR yang dipilih melalui pemilihan umum
dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22
C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil
propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003).
Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di
daerah pemilihannya, dan selama bersidang
bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal
33 (4) UU No. 22 Tahun 2003). Namun dalam
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Gambar 12
Penyerahan hasil si-
dang DPD oleh Ketua
DPD Ginanjar Kar-
tasasmita

kepada Ketua DPR
Agung Laksono

Sumber:
wwuw.dpr.go.id
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Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal
12, calon peserta pemilihan umum anggota DPD tidak di-
syaratkan berdomisili di daerah pemilihannya melainkan
mendapatkan dukungan minimal dari daerah pemilihan

yang bersangkutan.

Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD
1945, yaitu:

a. mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta peng-
gabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan
undang-undang APBN dan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan,
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pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pa-
jak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil
pengawasan itu kepada DPR.

8. Pemerintah Daerah

Pemerintah Derah merupakan penyelenggara peme-
rintahan daerah. Keberadaan pemerintahan daerah di-
landasi oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 18 (1) yang me-
nyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi ~
dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu
da-

erah, yang diatur dengan undang-

mempunyai pemerintahan

undang.

Saat ini undang-undang yang

mengatur tentang pemerintah dae-

rah dan pemerintahan daerah
adalah UU No. 32 Tahun 2004 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintah-
an daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/
kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintahan daerah
provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD
provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota
terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD
kabupaten/kota.

Dalam Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan
sebutan kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur seba-
gai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten
dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah kabupaten.
Pemerintah daerah kota dipimpin oleh Walikota sebagai
kepala daerah kota.

Gambar 13
Ucapan Selamat

— Sultan Hamengku
Buwono X beserta
istrinya, GKR He-
mas, dan Paku Alam
IX menerima ucapan
selamat dari para pe-
jabat dan undangan
setelah dilantik kem-
bali sebagai Guber-
nur Daerah Istimewa
Yogyakarta masa
jabatan 2003-2008.
Sumber: Kompas, 16
Februari 2004
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Sebagai contoh figur yang dilantik menjadi guber-
nur ialah Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dinyatakan
dalam Gambar 13.

Di akhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan
Pasal 27 (2) UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah mem-
punyai kewajiban untuk memberikan laporan penyeleng-
garaan pemerintahan daerah kepada Pemerintah. Kepala
daerah memberikan laporan keterangan pertanggungjawa-
ban kepada DPRD. Serta kepala daerah menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Su-
sunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di-
nyatakan, bahwa DPRD terdiri atas DPRD Propinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. @ DPRD

Gambar 14

Papan nama Kan-
tor DPRD Kabupaten
Jembrana, Provinsi
Bali. Sumber: Doku-
men Pribadi At. Sug-
eng Priyanto, Unnes.

Bl 142

merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah (Pasal 40 UU
No. 32 Tahun 2004).

DPRD Propinsi merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai lem-
baga daerah propinsi (Pasal 60 UU
No. 22 Tahun 2003). Sedangkan
DPRD Kabupaten/Kota merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah
kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi
DPRD secara umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legis-

lasi, anggaran, dan pengawasan.

10. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang
bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum
di Indonesia. Komisi pemilihan umum bersifat nasional,
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tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945).
Komisi pemilihan umum sebagai lembaga
pemilihan umum yang selanjutnya disebut
KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten-
tang Penyelenggara Pemilihan Umum). KPU
menyelenggarakan pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden
dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung oleh
rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22 Tahun 2007).

Susunan organisasi penyelenggara pe-

milihan umum berdasarkan Pasal 4 UU No.
22 Tahun 2007 adalah:

a. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indo-
nesia.

b. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

c. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, bahwa tugas
dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum
(pemilu);

b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan
pelaksanaan pemilu;

c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengen-
dalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;

d. menetapkan peserta pemilu;

e. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan
calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;

f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan
kampanye, dan pemungutan suara;

g. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon
terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;

Gambar 15

Lambang KPU
Sumber: www.kpu-

jateng.go.id
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12.

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pemilu;

i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur

undang-undang.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum bukan
saja untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota saja, tetapi
KPU juga penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Pre-
siden. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 (7) dan Pasal 9 UU
No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU
berpedoman kepada asas sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai berikut:

a. mandiri,

b. jujur,

c. adil,

d. kepastian hukum,
e. tertib penyelenggara pemilihan umum,
f. kepentingan umum,
g. keterbukaan,

h. proporsionalitas,

i. profesionalitas,

j- akuntabilitas,

k. efisiensi, dan

1. efektivitas.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang
dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24
B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempu-
nyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
(Pasal 24 B (2) UUD 1945).
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Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangka-
tan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehor-
matan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24
B (1) UUD 1945).

C. SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

/A Mari Amati

Perhatikanlah Gambar 16 di bawah ini, kemudian berikan jawaban atau komentar

akan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kalian memahami lambang partai politik dalam Gambar 16 di bawah?
2. Mengapa gambar lambang-lambang partai politik tersebut diperkenalkan kepada

masyarakat?

_

~

Setelah mencermati Gam-

\ —4
bar 16 dan menanggapi beberapa | “E‘]n ﬂlg %g
pertanyaan di atas, perhatikan- B H ﬁ !] l' Eﬂ
lah apakah jawaban pertanyaan ﬂ n !1 n u n

di atas sejalan dengan uraian di

bawah ini?

katakan bahwa partai politik

adalah suatu kelompok yang teror-
ganisasi yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan
cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mer-
eka. Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008
tetang Partai Politik, bahwa yang disebut partai politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memper-
juangkan dan membela kepentingan politik anggota, ma-
syarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasi-
la dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8156 m| [

Secara umum dapat di- . e

Gambar 16
Sosialisasi partai-
partai politik yang
menjadi peserta pe-
milihan umum 2004
di Pekanbaru, Riau.
Sumber: Kompas, 17
Januari 2004.
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Gambar 16 menunjukkan, bahwa memperkenal-
kan lambang-lambang partai politik menjelang pemilihan
umum merupakan salah satu cara agar masyarakat me-
ngenal partai politik. Sebab apabila masyarakat mengenal
partai politik berarti akan semakin memahami, bahwa
rakyatlah pemegang kedaulatan rakyat. Kenyataan terse-
but dibuktikan lebih lanjut, bahwa dalam negara de-
mokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi
sebagai berikut (1) Partai sebagai sarana komunikasi poli-
tik, (2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik, (3) Partai
politik sebagai sarana perekrutan politik, dan (4) Partai
politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict manage-

ment).

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalur-
kan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan
mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran
pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyara-
kat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi se-
seorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas
seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan
digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang
senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepenti-
ngan” (interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat
dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang
teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan”
(interest articulation).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik.
Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul
kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam
program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan
kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum
(public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepenti-
ngan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui
partai politik. Sebaliknya pemerintah juga dapat menggu-
nakan partai politik untuk menyampaikan informasinya

kepada masyarakat.
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Partai politik juga memiliki peranan sebagai sarana
sosialisasi politik (instrument of political socialization). Di
dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai
proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan ori-
entasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku
dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosi-
alisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-
kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik yang dilakukan
oleh partai politik dapat berupa pengenalan program-pro-
gram partai politiknya kepada masyarakat dengan harapan
dalam pemilihan umum anggota masyarakat yang telah

memiliki hak pilih akan memilih partai politiknya.

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan meng-
ajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan
politik sebagai anggota partai (political recruitment). De-
ngan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.
Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-
lain. Dalam perekrutan anggota, juga diusahakan menarik
golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa
mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of
leadership).

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbe-
daan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang
wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha
untuk mengatasinya.

Adapun Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik menggariskan fungsi partai politik sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi para anggota dan masyarakat
luar agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar
akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan ke-
satuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan ma-
syarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebi-

jakan negara;
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d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan poli-
tik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhati-

kan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai-partai politik dalam memperjuangkan kepen-
tingannya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pada
umumnya dalam praktik pemilihan umum dikenal dua
sistem pemilihan umum, yaitu Sistem Distrik dan Sistem
Perwakilan Berimbang (Sistem Proporsional). Sistem
distrik disebut juga dengan single-member constitu-
ency, satu daerah pemilihan memilih satu wakil, di mana
negara dibagi dalam sejumlah distrik dan anggota lembaga
legislatif ditentukan oleh jumlah distrik tersebut. Sedang-
kan sistem perwakilan berimbang disebut juga Propor-
tional Representation bersifat multi-member constituency,
satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dengan
gagasan pokok jumlah kursi di lembaga legislatif yang di-
peroleh oleh partai politik adalah sesuai dengan jumlah
suara yang diperolehnya. Apabila dilihat dari kedua sistem
pemilihan umum tersebut, pelaksanaan pemilihan umum
di Indonesia yang mendasarkan pada UU No. 10 Tahun
2008 merupakan sistem campuran antara keduanya. Se-
bab Pasal 52 UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan, bahwa
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem pro-
porsional dengan daftar calon terbuka yang diusulkan oleh
partai politik. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota
DPD dilaksanakan dengan sistem distrik yang didasarkan

pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.

Melalui pemilihan seperti itulah akan dibentuk lem-
baga-lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar
1945. Salah satu lembaga negara yang dibentuk dalam
sistem pemerintahan Indonesia adalah DPRD. Berkenaan
dengan hasil pemilihan umum anggota DPRD dapat diper-
hatikan dalam contoh berikut ini.
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/i Coba Amati )

Coba kalian amati Tabel 1 di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut
melalui diskusi kelompok. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa alasan, mengapa
urutan peroleh suara dalam Tabel 1 ada partai politik yang jumlah pemilihnya banyak
dan ada partai politik yang jumlah pemilihnya sedikit?

\_ J
Tabel 1
Hasil Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Jawa Tengah
Partai Peserta Pemilu 2004 Jumlah Suara Persentase (%)
PDI Perjuangan 5.262.749 29,8
Partai Golongan Karya 2.846.971 16,1
Partai Kebangkitan Bangsa 2.595.263 14,7
Partai Persatuan Pembangunan 1.597.971 9,1
Partai Amanat Nasional 1.336.477 7,6
Partai Demokrat 1.139.304 6,5
Partai Keadilan Sejahtera 858.283 49
Partai Karya Peduli Bangsa 265.464 1,5
Partai Damai Sejahtera 213.872 1,2
Partai Bulan Bintang 213.679 1,2
Partai Lainnya 1.314.300 7,4
Jumlah Seluruhnya 17.644.333 100

Sumber: Kompas, 11 Juni 2004

Membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat
dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat di-
lakukan dengan mengenal partai-partai politik, menghargai
hasil pemilihan umum, dan menghormati keberadaan lem-
baga-lembaga negara. Untuk lebih memperjelas sikap positif
terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indo-
nesia kerjakan tugas di bawah ini.

Kerja Individual

Coba kalian tuliskan dalam lembar kerja siswa 5 sikap positif terhadap kedaulatan

rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia selain yang telah disebutkan dalam
uraian di atas
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Refleksi

Setelah kamu mempelajari bahan pelajaran ini, baik melalui mencermati
bacaan dan mengerjakan tugas-tugas di dalamnya, dapatkah kamu menge-
mukakan kembali tentang:

1. Apakah kalian telah memahami seluruh uraian dalam bab ini?

2. Tunjukkan bagian-bagian yang kalian merasa belum memahaminya!
Diskusikan kembali hal-hal yang belum dipahami dengan teman-teman
kalian!

3. Ceritakan kesanmu terhadap materi pembelajaran yang diuraikan dalam
bab ini!

Rangkuman

Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, rakyat sebagai pemegang
otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UUD 1945
menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan,
bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana
kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lem-
baga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan
sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan Indone-
sia berdasarkan UUD 1945 tersebut dikenal dengan sistem pemerintahan
Indonesia. Dalam membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan
sistem pemerintahan Indonesia antara lain dapat dilakukan dengan mengenal
partai-partai politik, menghargai hasil pemilihan umum, dan menghormati ke-
beradaan lembaga-lembaga negara.

Evaluasi

I. Tes Tertulis Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Orang yang tunduk pada suatu d. bangsa
pemerintahan negara tertentu 2. Sekelompok orang yang hidup
disebut ... bersama dengan memiliki rasa
a. rakyat

solidaritas bersama dinamakan ...

b. warga negara a. rakyat

c. penduduk b
. warga negara
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c. penduduk
d. bangsa

Sekelompok orang yang memiliki
jaminan hak dan kewajiban dari
negara tersebut dinamakan ...

a. rakyat

b. warga negara

c. penduduk

d. bangsa

Fungsi utama perjanjian ma-
syarakat ialah untuk menjamin
dan melindungi ...

a. hak-hak asasi manusia

b. kepentingan pemerintah

c. masyarakat miskin

d. kewajiban negara

Prinsip kedaulatan rakyat menun-

jukkan bahwa pemerintahan neg-

ara hendaklah ...

a. dikuasai oleh para politisi

b. rakyat memegang kekuasaan
tertinggi

c. rakyat membela keberadaan
negara

d. ditentukan oleh keberadaan
partai politik

Prinsip kedaulatan rakyat meru-
pakan landasan bagi terbentuknya
pemerintahan yang berisifat ...

a. monarkhi

b. demokrasi

c. teokrasi

d. otokrasi

Pelaksanaan prinsip kedaulatan
rakyat tercermin dalam pemerin-
tahan yang menggunakan

pendekatan ...

10.

11.

a. dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk negara

b. dari negara, oleh rakyat, dan
untuk rakyat

c. dari rakyat, oleh negara, dan
untuk rakyat

d. dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat

Keanggotaan MPR terdiri atas ...

a. Anggota DPR dan Anggota
DPRD

b. Anggota DPR dan Anggota
DPD

c. Anggota DPRD dan Anggota
DPD

d. Anggota DPR dan Utusan
Daerah

Keanggotaan MPR diresmikan
dengan ...

a. Ketetapan MPR

b. Keputusan MPR

c. Keputusan Presiden

d. Peraturan Pemerintah

UUD Negara Kesatuan Republik
Indonesia ditetapkan oleh ...

a. MPR

b. DPR

c. Presiden

d. Mahkamah Konstitusi

Salah satu syarat calon Presiden

menurut UUD 1945 adalah ...

a. Orang Indonesia asli

b. Tidak pernah mengkhianati
negara

c. Bertempat tinggal di Indonesia

d. Diusulkan oleh MPR
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12.

13.

DPR dalam teks UUD 1945 secara

berurutan memiliki fungsi ...

a. Anggaran, pengawasan, dan
legislasi

b. Anggaran, legislasi, dan pen-
gawasan

c. Legislasi, pengawasan, dan
anggaran

d. Legislasi, anggaran, dan pen-
gawasan

Hasil
dan tanggung jawab keuangan

pemeriksaan pengelolaan

negara oleh Badan Pemeriksan
Keuangan diserahkan kepada ...

a. MPR, DPR, dan DPD

b. Ketua MPR dan Ketua DPR

c. DPR, DPD, dan DPRD

d. Presiden, DPR, dan DPD

Tes Uraian

Uraikan jawabanmu dengan jelas!

Jelaskan pengertian kedaulatan rakyat!

14. Lembaga negara yang berwenang

15.

untuk memutuskan pembubaran
partai politik adalah ...

a. Komisi Yudisial

b. Komisi Pemilihan Umum

c. Mahkamah Agung

d. Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara pemegang kekua-

saan kehakiman menurut UUD

1945 adalah ...

a. Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial

b. Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, dan Komisi Yudi-
sial

c. Mahkamah Agung dan Mahka-
mah Konstitusi

d. Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial

Kapan rakyat melaksanakan sendiri kedaulatannya?

Jelaskan perbedaan peran Pre-siden dan DPR sebagai lembaga-lembaga

negara pemegang kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indo-

nesial

Tunjukkan fungsi
tahan di Indonesia!

Mahkamah Konstitusi

dalam sistem pemerin-

Tunjukkan 3 (tiga) bukti sikap positif terhadap pelaksanaan kedaulatan

rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia!
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Glosarium

Absolut

Adendum

Atheis
Demokratisasi

Diktaktor

Ideologi doktriner

Ideologi pragmatis

Ideologi

Kabinet

Kedaulatan rakyat

Kelompok separatis

Konstituante

Mutlak; tak terbatas

Sisipan, yang berarti naskah perubahan UUD 1945
diletakan melekat pada naskah asli UUD 19435.

Tidak mengakui adanya Tuhan.
Pendemokrasian

Kepala pemerintahan yang memegang keku-asaan
mutlak, terutama diperoleh melalui cara kekerasan
atau tidak demokratis

Ideologi yang ajaran-ajarannya dirumuskan secara
sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara

ketat oleh aparat partai atau aparat peme-rintah

Ideologia yang jaran-ajarannya tidak dirumuskan
secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan
secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideol-
ogy itu disosialisasikan secara fungsional melalui
kehidupan keluarga, system pendidikan, system
ekonomi, kehidupan agama dan system politik,
serta pelaksanaannya tidak diawasi oleh aparat
partai atau aparat pemerinyah melainkan dengan
pengaturan pelembagaan (internalization)

Kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-
keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang

menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Badan atau dewan pemerintahan yang terdiri para

menteri

Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kelompok yang ingin memisahkan diri dari Ne-
gara

Lembaga atau badan pembentuk konstitusi atau
UuD.
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Konstitusi fleksibel

Konstitusi rigid

Konstitusi tertulis

Konstitusi tidak tertulis

Konvensi ketatanegaraan

Monarki absolut

Negara Serikat

Otoriter

Philosofische Gronslag

Reformasi

Rule of law

Sistem Parlementer

Sistem pemerintahan
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Sifat konstitusi yang mudah menyesuaikan de-ngan
perkembangan jaman dan dapat diubah dengan

cara yang tidak sulit.

Sifat konstitusi yang sulit menyesuaikan dengan
perkembangan jaman dan cara merubahnya me-
lalui cara khusus atau istimewa seperti persetujuan
rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif
dengan suara terbanyak mutlak.

Suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah
dokumen atau beberapa dokumen atau naskah for-

mal.

Suatu konstitusi apabila ketentuan-ketentuan yang
mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam
suatu dokumen tertentu, melainkan diatur dalam

konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara
dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun
tidak tertulis.

Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi
di tangan seorang raja, yang berkuasa mutlak

Negara bersusunan jamak yang terdiri dari bebera-

pa negara bagian.
Berkuasa sendiri; sewenang-wenang

Dasar Falsafah Negara, suatu dasar untuk meng-

atur penyelenggaraan negara

Perubahan radikal untuk perbaikan suatu mas-
yarakat atau negara

Kekuasaan hukum; hukum yang berkuasa

Sistem pemerintahan yang kekuasaan untuk men-
jalankan urusan pemerintahannya berada di tangan
menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada

Parlemen.

Suatu kesatuan berbagai komponen pemerintah
untuk memerintah.
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